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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu perjuangan panjang
sejak perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan, sampai dengan tonggak
kebangkitan nasional yang diawali dengan lahirnya budi utomo, sumpah Pemuda
1928. Bangsa multikulturalisme yang beraneka warna suku bangsa, ras, golongan
dan agama. Konstitusi NKRI mengatur perihal penghormatan dan pengakuan
terhadap daerah-daerah istimewa serta mengakui eksistensi MHA serta identitas
budayanya sesuai perkembangan peradaban'. Manifestasi dari pengakuan atas
identitas budaya dan MHA, maka eksistensi Masyarakat Adat dan
kepemimpinannya wajib dilindungi dan diberikan pengakuan dalam kapasitas
sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumberdaya alam di
wilayah hukum adatnya dengan batas-batas wilayah dalam NKRI?.

Masyarakat Hukum Adat A) dalam konteks persekutuannya tidak
terlepas dan senantiasa bergantun da kepemimpinannya, sebagai manifestasi
dari tiga komponen utama\ ada MHAyakni wilayah, masyarakat, dan
pemerintahan/penguasa adat. Peran kepemimpinan MHA meliputi pengurusan
kehidupan persekutuan, harta benda; wilayah adat, hingga pengaturan penataan
ruang dan pengeksploitasian sumber daya alam bagi keberlanjutan kehidupan
MHA maupun di luar MHAS. Selain itu yang urgen dan strategis adalah
kepemimpinan MHA berperﬁnﬂsppw Mﬂitator, motivator dan sebagai tokoh
utama memppnqL'_ri A?m%gltas pembanguias MtarWR\yAahanan dari aspek
sosial-budaya secara-hegral untuk mendukung-serta mémiliki kapasitas yang
mampu menjembatani berbagai kesenjangan struktur antara MHA dengan
Pemerintah dalam kebijakan pembangunan yang berkontribusi terhadap ketahanan
bangsa dan NKRI.

Kondisi NKRI yang merupakan negara multikulturalisme membutuhkan
kewaspadaan terhadap pelbagai perbedaan baik suku, agama, ras dan antara

! Lihat UUD NRI 1945 pasal 18B dan 28l ayat (3).

2 Lihat Permendagri No. 152 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengakuan MHA.

3 Roberth KR Hammar. 2019. Consolidating and Strengthening the Capacity of Indigeneous People Leaders
in Maintaning Customary Law. Jurnal of Legal Ethical and Regulatory Issues Vol 22, Issue 4, 2019 and



golongan. Kewaspadaan itu penting, disebabkan generasi sekarang maupun yang
akan datang tidak mengalami berbagai perjuangan baik fisik, diplomasi politik dan
merebut kemerdekaan dari kaum penjajah di bumi nusantara. Setelah perlawanan
fisik terhadap kolonial belanda yang bersifat kedaerahan, mulailah timbul suatu
kesadaran nasional perlawanan berubah dari fisik kedaerahan menjadi diplomasi
politk pada tahun 1908, kemudian para pemuda mengikrarkan sumpah pemuda 18
Oktober 1928, dan pada saat itu pertama kali lagu kebangsaan dinyanyikan, dan
puncaknya pada momen proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh
Soekarno-Hatta.

Kondisi kemajemukan pada saat ini, terdiri dari suku-suku berbentuk
masyarakat hukum adat yang masing-masing suku, atau wilayah adat memiliki
kepemimpinannya masing-masing. Kepemimpinan adat di berbagai daerah masih
ada yang memperlihatkan sikap resistensi terhadap berbagai kebijakan negara,
terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya agraria, sumber
daya alam, wilayah tempat kepemimpinan masyarakat hukum adat dan
komunitasnya. Resistensi MHA terhadap pemerintah dalam mempertahankan
eksistensi kepemimpinan masyarakat huktim adat (MHA) di Papua, Kalimantan,
Sumatera dan Sulawesi®. Salah satu contoh Resisiensi kepemimpinan MHA dan
komunitasnya terhadap pemaniaatan sumberdaya alam adalah kasus berdarah di
Teluk Wondama Provinsi Papua Béi'rét, dan contoh kasus dukungan pemerintah
terhadap kepemimpinan MHA dan komunitasnya yakni kasus ganti rugi tambang
gas di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. Peristiwa berdarah akibat perebutan
sumberdaya alam di Wasi(){@‘(;‘!hd goeran k@n§en5| Hak Pengusahaan Hutan CV.
Vatika Papu?nag\ﬂ%rl&aﬁq\dl K{ampung Wondibmﬂ,ﬁfiﬁﬂ gulp{\JmOl Peristiwa terjadi

[ =
-

akibat'henyerangan-yang-menewaskan 5 anggeia-brmob dan,satisipil. Niat baik

4 Lihat: Tuntutan Pembayaran denda Adat oleh Genting Oil.https://www.papualives.com; Tanah Sumuri Tidak
dilepas Untuk Kawasan Strategis. https://panahpapua.or.id; Septa Dinata. Adat dan Konflik Horizontal di
Kerinci. http://www.jambiupdate.co; Kriminalisasi akibat konflik tanah Transmigrasi di Jambi.
https://www.walhi.or.id; Konflik Agraria, Perwakilan Warga Jambi Audensi ke Komnas HAM RI.
https://lwww.komnasham.go.id; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Ungkap Konflik Agraria di Jambi 14
Tahun Silam. https://www.cnnindonesia.com; Ferdi Aimunanda. Konflik Lahan di Jambi, Temuan Legislatif
Provinsi Jambi. https://news.detik.com; Kennial Laia. Masyarakat Adat Di Kalbar Dikriminalisasi Usai Aksi
Damai.https://betahita.id; Ronad. Ketua Adat Kinipan ditangkap akibat sengketa lahan sawit di Kalimantan
Tengah. https://m.merdeka.com; Kami sudah ganti rugi konflik di Adat Dayak Mondang Long Wai.
https:/.regional.kompas.com; Wahyu Santoso. Masyarakat Adat Pamona Tuntut Hak Tanah Ulayat.
https://sulawesi.bisnis.com; Taufik Ahmad. Kasus Tambang Emas di Bombana sulawesi Tenggara.
https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id; Banding kasus Lahan di Kepulauan Aru
https://regional.kompas.com; diakses 5 Mei 2022.
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pemerintah untuk mencari dan menangkap pelaku pembunuhan, dikotori dengan
penyiksaan sedikitnya 30 orang warga kampung, penangkapan sewenang-wenang,
bahkan pemerkosaan dan pembunuhan. Contoh lain ada sinergitas antara
Pemerintah dengan MHA adalah tuntutan kompensasi hak ulayat suku Sebyar di
Teluk Bintuni dan pemerintah menyetujui pembayaran kompensasi, dan
masyarakat adat mendukung penuh pembangunan trend 1, 2, 3 gas di areal BP
Tangguh Teluk Bintuni.

Berbagai Realitas konflik MHA dengan pengusaha dan pemerintah
dipelopori oleh pemimpin adat mereka masing-masing. Hal ini kalau dibiarkan dan
tidak segera mencari solusi strategis guna pemecahannya, maka akan berdapak
buruk bagi ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu tulisan ini menganalisis
berbagai hal ikhwal yang berkenaan dengan peran kepemimpinan Adat, pengakuan
MHA agar ke depan para pemimpin adat dan MHAnya mejadi perekat persatuan
bangsa demi tegaknya NKRI. Eksistensi MHA dalam mengisi pembangunan
bangsa, telah, sedang dan akan tefus berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan
negara menuju masyarakat adik dan makmur merata material dan spiritual dalam
NKRI. Ekses dari pembangunan antara-lain terjadinya gesekan-gesekan internal
MHA, MHA dengan pengusaha dan Pemerintah, akibat ketidakadilan pemanfaatan
sumberdaya alam. Dilain pihak ada juga hal-hal positif yang dilakukan oleh MHA
sebagai kontribusi bagi bangsa dan hégara.

Berbagai kearifan lokal MHA seperti suku Arfak di Papua yang memandang
hutan sebagai mama, menjadi dasar pengelolaan hutan dan sumberdaya alam
yang berkelanjutan. Hutan sebagal mam& (meng ofot mesu-Arfak) mengandung
makna bahwa t}uﬁanl dengan segala yang ‘dl cﬂa}larpmya dieksplaitasi untuk
kebutihan \sefiari-has dan-dntuk kebutuhan blSﬂIS tetap ménjaga kelestarian dari
flora, fauna dan potensi sumberdaya alam bagi keberlanjutan generasi mendatang.
Ibaratnya menjaga susu mama jangan sampai habis, kalau habis nanti mama akan
mati (suku Arfak dikenal dengan istilah: Prinsip Mosu Efen Meng Ofot®). Bahkan
MHA Nusantara dalam penataan ruang adatnya telah membagi wilayah lindung dan
budidaya sebagaimana diatur dalam undang-undang penataan ruang®. Kontribusi

MHA dalam pembangunan ekonomi dengan instrumen kearifan lokal di Kepulauan

5> Hammar, Robert. K.R. 2017. Penataan Ruang Masyarakat Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis,
Yogyakarta. Him. 164-165
& Ibid. HIm. 156-164.



Aru Maluku yang diyakini mendorong ekonomi yang berkelanjutan’. Hal yang
sama dilakukan oleh masyarakat di Papua Barat ada tradisi di kawasan Egeg,
dilarang mengambil sumberdaya tertentu; juga di Daerah Kawe Papua Barat ada
tradisi Sasi yakni melarang untuk waktu tertentu mengambil hasil laut berlebihan®.
Kegiatan mendukung pemerintah misalnya Masyarakat adat sulawesi tengah
dukung Vaksinasi Masyarakat Adat®. Contoh lain Masyarakat Adat Kalimantan
Timur dan pemimpinnya mendukung pembangunan ibu kota negara®.
Kepemimpinan MHA menjadi penting untuk ditingkatkan peran dan eksistensinya
melalui penguatan dan pengakuan MHA, yang berimplikasi positif terhadap
kesejahteraan dan ketanahan nasional.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini
adalah: Bagaimana Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka

Ketahanan Nasional Indonesia?

Dalam rangka memudahkan analisi n pembahasan, rumusan masalah rumusan

masalah di atas, dijabarkan dalam erapa pertanyaan kajian dan persoalannya,
sebagai berikut:

a. Bagaimana pengdaku negara terhadap eksistensi MHA dan
Kepemimpinannya?
b. Bagaimana peran kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

dalam pembangunan MHA dan pembangunan nasional?

C. Bagaimana mlip@RM[pﬁagakuan terhadap MHA  dan
kepemimpiiann iethadap kepasti \/ aAkésejahteraan dan
TARIRYppTa0o TPy JNBRVAT] =

Ketaklahan Nasional?

7 Matuanakotta, Jenni K. 2018. Peran Aktif MHA dalam pembangunan Ekonomi. JurnalSasi Vol. 24 Nomor 2

Juli-Desember. HI. 101-113

Peran Masyarakat Adat Dukung Pembangunan Tanah Papua. https://katadata.co.id diakses 5 Mei 2022

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Tengah Dukung Vaksinasi Masyarakat Adat.

https://www.aman.or.id. diakses 5 Mei 2022.

10 pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) didukung Tokoh Adat Kalimantan Timur
https://www.presidenri.go.id. akses 5 Mei 2022.
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3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai peran
kepemimpinan MHA, pengakuan negara terhadap eksistensi MHA
Nusantara dan Kepemimpinannya, serta Implikasi pengakuan MHA
Nusantara dan kepemimpinannya terhadap kondisi Ketahanan Nasional.
b. Tujuan

Menyampaikan gagasan dan pertimbangan kepada otoritas agar
dalam pembinaan kepada masyarakat hukum adat dan kepemimpinannya
agar ke depan memiliki kapasitas, kompetensi, agar berperan dalam
mendorong masyarakat hukum adat memiliki kemampuan memantapkan
nilai-nilai kebangsaan dan memperkokoh ketahanan nasional, dalam rangka

tetap tegaknya Negara Republik Indonesia (NKRI).

4. Ruang Lingkup dan Sistefatika

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya lImiah Peroangan ini dibatasi
pada Peran Kepemimpinan Adat, dan-Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat
(Kasus Papua) dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional NKRI. Sistematika
penulisan Taskap ini disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

a.  BABI: PENDAHULUAN

Bab Pertama berupa Pendahuluan berisikan Latar

Belakang,Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan

Sistematika, Metode dan-Perddkefensdrta Pengertian.

b TBAS '}|.||:‘__.,,;ﬂ:_1§|‘q;,§u'AN PUSTAKAL MANGRVA

Bab Kedua berupa Tinjauan Pustaka yang>'berisikan: Umum;

Peraturan Perundang-Undangan; Kerangka Teoretis tentang: Masyarakat
Hukum Adat; Kepemimpinan Adat, Hak Menguasai Negara, Kewaspadaan
Nasional, Ketahanan Nasional; Data dan Fakta; Lingkungan Strategis.
C. BAB lll: PEMBAHASAN

Bab Ketiga adalah Pembahasan yang berisikan uraian tentang
pengakuan negara terhadap eksistensi MHA dan Kepemimpinannya; peran
kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pembangunan MHA

dan pembangunan nasional serta Implikasi pengakuan terhadap MHA dan



kepemimpinannya terhadap kepastian hukum, kesejahteraan dan
Ketahanan Nasional?
d. BAB IV: PENUTUP

Bab Keempat adalah Penutup yang berisikan Simpulan dan

Rekomendasi.

5. Metode Pendekatan
a. Metode penulisan Taskap ini dengan menggunakan metode analisis
kualitatif deskriptif, yaitu suatu analisis yang mendeskripsikan implementasi
peraturan-perundang-undangan, serta teori dan kebijakan tentang
Kepemimpinan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka
meningkatkan ketahanan nasional.
b. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah:
pendekatan Normatif yaitu:
1) Pendekatan wndang-undangan  (Statute  approach)
digunakan  untuk engkaji dan  menganalisis peraturan
perundangundangan yang bersangkut paut dengan Kepemimpinan
dan perlindungan M rakat Hukum Adat.
2) Pendekatan irs” untuk  mengetahui makna peran
Kepemimpinan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam

rangka meningkatkan ketahanan nasional dalam realitas.

6. Pengertian DHARMMA
Dalanr;gmlg&\pﬁr%amaan persepsi ta: ﬁ&ﬁ@ﬁ@g{prestasi maka pada

pembahasantan analisis-digunakan beberapa pengertian sebagaiberikut:
a. Masyarakat adalah komunitas manusia yang memiliki hubungan
berdasarkan geneologis dan/atau teritorial dengan tradisi, norma sosial dan
hukum yang mengikat mereka dalam satu kehidupan bersama.
b. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah komunitas yang berdiam di
wilayah dengan batas-batasnya dalam wilayah Republik Indonesia yang

memiliki pemerintahan adat (kepemimpinan adat), hukum adat, dan harta



kekayaan yang material dan immaterial yang kesemuanya dipergunakan
untuk menjamin keberlangsungan hisup komunitas adat tersebut!?.

C. Hukum Adat adalah serangkaian perilaku yang seharusnya
dilaksanakan dalam interaksi sosial yang dyakini sebagai suatu kebenaran,
dan yang melanggar dikenakan sanksi.

d. Pembangunan Nasional adalah berbagai taktik dan strategi yang
dilakukan oleh pemerintah dan semua komponen bangsa guna pencapaian
tujuan nasional dan tujuan negara®?.

e. Ketahanan Nasional adalah kondisi NKRI yang dinamik disemua
aspek yang terkonsentrasi serta terintegrasi pada keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan yang dikembangakan secara baik dan

proporsional guna menghadapi THGA demi kelangsungan NKRI*,

11 Ter Haar.B. Poespanoto.1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. 155, TLN Nomor 6697. Paramita,

12

Jakarta. HIm. 16.
Pasa 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. LN 2004 Nomor 104., TLN 4421.

3 Tim Pokja Bahan Ajar BS Tannas, Mayjen TNI Hari Mulyono cs. 2022. Materi Pokok Bidang Studi

Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional. Him.45
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7. Umum

Penguatan Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam
memperkokoh ketahanan nasional Negara Republik Indonesia, didasari pada
regulasi dan teori. Regulasi yaitu UUD NRI 1945, UUPA, Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
undang-undang sektoral lainnya.

Teori tentang kepemimpinan yang menguraikan kepemimpinan MHA
memiliki peran yang strategis dalam menggerakan dan mengarahkan warganya
untuk menggapai tujuan antara lain: teori masyarakat hukum adat pada intinya
menjelaskan tentang komunitas masyarakat yang hidup dalam wilayahnya; teori

penguasaan negara yang mengang makna bahwa negara memiliki kekuasaan

mengatur dan mengelola  kek n. alam demi kemakmuran rakyat,

mendeskripsikan konflik sosial yang terjadr akibat kebijakan pembangunan yang
tidak populis; serta teori tentang aspadaan dan ketahanan nasional yang
intinya mengandung makna bahw. lam pelaksanakaan pembangunan harus
mewaspadai berbagai fenomena yang mengarah pada terganggunya ketahanan
nasional.

Penguatan kepemimpinan nasional serta pengakuan eksisitensi MHA guna
memperkokoh ketahanan b@G\SAF@M?ﬁ%ra yang ketangguhan terformulasi
pada._suat{ 13, dinarpis~-bangsa yang meqn tan_dalam rangka
mengatasi :eﬁilgjli%gjgr%guan, hambatan, taﬁ%ﬁ?fﬁﬁn aneaman yang
bersifat internal maupun eksternal yang pada saatnya berkontribusi pada peran
kepemimpinan guna memperkuat integrasi bangsa dalam rangka ketahanan

nasional NKRI.

8. Peraturan Perundang-Undangan
a. Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi NKRI, telah melegitimasi pengakuan, perlindungan, dan



penghormatan terhadap MHA, Identitas budaya, hak-hak tradisional4.
Pengakuan Negara ini membawa konsekwensi adanya MHA dan wilayah
adatnya, diakui dan diberikan legal standing kepada MHA untuk mengelola,
dan mengatur peruntukannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran MHA
bersinergis dengan tata hukum nasional. Konstitusi telah mengatur hai
ikwal pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, guna
kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagaimana tujuan
pembangunan nasional serta pencapaian tujuan negara sebagaimana
pada alinia ke IV pembukaan UUD NRI 1945 yang intinya melindungi
segenap bangsa, seluruh tumpah darah, kesejahteraan atau kemakmuran,
sumberdaya manusia. lkut dalam keamanan dan ketertiban global®®.
Kekuasaan Negara atas sumberdaya alam, secara konstitusional diatur
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dikenal dengan penamaan
Hak Menguasai Negara. Inti pasal 33 ayat (3) adalah negara memiliki
otoritas menguasai sumber-daya-alam yakni bumi, air dan kekayaan alam
yang terdapat di dalamnya. Pengunaan otoritas hak menguasai negara
tersebut guna kemakmuran rakyat*®.

b. Undang-Undang, Nomer 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada intinya menyatakan bahwa hukum
yang berlaku atas bumi, air da‘n"ruang angkasa adalah hukum adat. UUPA
memberikan ruang kepada pengembangan hukum agraria nasional
Indonesia, adalah hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dan
berkembang dalam VIHA VAR 2 fan 2 turan sebagai petunjuk hidup diatur
oleh p@rq]PFmUmpln "'éldat, baik ketlka‘?d?y §quke1a maupun bukan
sengeeta.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
menyatakan bahwa dalam penegakan HAM, MHA, identitas budaya, tanah
ulayat, diperhatikan dan dilindungi. Intinya UU ini memberikan pengakuan
kepada MHA dan kepemim pinannya’’. Regulasi memiliki korelasi dengan
Kepemimpinan MHA, karena mengatur perihl MHA itu sendiri, identitas

14 Dasar Hukum Pasal 18B ayat (2), Pasal 28T ayat (3), Tap MPR Nomor IX/MPR/2001.

15 Lihat naskah lengkap pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinia Il dan IV.

16 pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17 Dasar Hukum Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999.
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budaya tanah ulayat, yang dalam konteks perlindungan merupakan bagian
peran dari kepemimpinan adat.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua, pada Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah
Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,
memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat.
Regulasi ini memiliki relevansi yang erat dengan eksistensi MHA dan
kepemimpinannya.

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. Pada Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pengakuan atas hak
ulayat MHA yang ada di daerah sehingga dilakukan musyawarah dan
mufakat. Regulasi ini berkorelasi dengan Kepemimpinan MHA, karena
mengakui keberadaan MHA dan kepemimpinannya.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on-econemic, social and cultural Rights. Regulasi

ini memberikan dasar legiti yang kuat bagi MHA berkenaan dengan

penghormatan, pengakuan dan perlindungan dalam dimensi global.
g. Undang-Undang Nom 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang ini- menga perlindungan terhadap hak-hak MHA.
Undang-undang ini berkorelasrdengan peran kepemimpinan MHA.

h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan ulau-pulau Kecil. Undang-undang ini memberikan
legitimasi atas pengalﬁz‘q,mﬂi,wm%n dan penghormatan kepada MHA,

dan I\oﬁgmﬁﬁi\rﬁdisonal. Regulast inMnAe%R\Imitimasi pengakuan

MHA-dZNn Kepemimpinannya.

Kerangka Teoretis
a. Teori Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Van Vollen Hoven, Ter Haar serta para ahli hukum adat Indonesia
mengenal komunitas adat yang mendiami wilayah tertentu dengan
penamaan masyarakat hukum adat. Komunitas adat tersebut tinggal
bersama karena ada ikatan satu sama lain, yakni ikatan secara psikhologis
yakni merasa keturunan yang sama, adanya ikatan batin, senasib,
sepenanggungan, serta ikatan teritorial karena hidup bersama, memiliki
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cita-cita dan tujuan bersama, kepentingan yang sama, bahakan memiliki
kekuasaan, kekayaan material dan immaterial serta adanya kepemimpinan
yang mengarahkan dan menggerakan merekan mewujudkan
kesejahteraan bersama. Komunitas adat tersebut dalam literatur hukum
disebut gemeenschap yang dimaknai sebagai persekutuan hukum?®.
Kusumadi Pujosewojo menjelaskan bahwa masyarakat hukum (rechts
gemeencschap) beraneka ragam yakni mulai dari desa sampai yang besar
yaitu negara'®.

Masyarakat hukum, menurut Iman Sudiyat?®® bahwa masyarakat
hukum memerlukan sarana guna melaksanakan, memelihara dan
memmpertahankan tata hukumnya serta memiliki kekuasaan hukum
(rechts gezag) dan upaya memaksa hukum (rechts dwang). Persekutuan
hukum merupakan komunitas MHA yang memiliki tata susunan tetap dan
teratur, memiliki kekayaan dan pengurus yang menetapkan hukum dan

menikatkan dirinya pada hu yang telah ditetapkan, demikian menurut

Surojo Wignyodipuro?t. Persekutuan hukum yang hidup bersama pada

suatu teritorial tertentu didasati-atas faktor keturunan (geneologis) dan

wilayah (teritorial), memili enguasa tertingi, yang pengangkatan

penguasa berdasarkan kedaulatan-dari atasan tertinggi serta mempunyai

otoritas atas wilayahnya.
Komunitas MHA di bagi atas:

1) MHA berdasarkan pertalian keturunan (genealogi) yakni

MHA berasal dﬁi\mWR‘MM‘Qfama’ atau keturunan yang sama??.

qu@pp&rh‘aenealogi ini terbagiw&m@ﬁtrilinea]: pertalian

Keturunan—berdasarkan  garis bapak;—0). Matrilineal: pertalian

keturunan berdasarkan gari ibu, dan c). Parental: pertalian

keturunan berdasarkan garis bapak/ibu (orang tua).

18

19

20
21

22

Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat, Sketsa Asas. Liberty Yogyakarta. HIm.7; Ter Haar. B. Poespanoto,
S.K.Ng. 1983. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Padnya Paramita, Jakarta, HIm, 16.

Marthinus Salossa. 1995. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah di Irian Jaya setelah berlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria, Kasus Jayapura. (PPS Universitas Hasanuddin Makassar., him. 14.

Iman Sudiyat. Op.Cit, him. 52.

Wignyodipuro, Surojo. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. PT. Toko Gunung Mulia Jakarta,
Him. 78.

Maria S.W. Sumardjono. 1982. Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria. Andi

Offset,Yogyakarta, Him. 3
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2) MHA berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) yakni MHA
yang merasa terikat pada daerah tempat tinggal tertentu?3, terbagi
atas tiga jenis yaitu: a) Persekutuan desa: sekelompok orang yang
terikat pada tempat tinggal pada suatu wilayah tertentu contoh:
kampung di Papua, Ohoi di Kepulauan Kei, Desa di Jawa. b)
Persekutuan daerah: terdiri dari beberapa desa yang otonom,
memiliki tata susunan dan pemerintahan, mempunyai hutan dan
merupakan bagian dari persekutuan daerah contoh: utan di
Kepulauan Kei; Kuria di Angola, dan faam di sumatera selatan. c)
Adanya serikat beberapa desa bersepakat untuk kerjasama guna
memelihara kepentingan umum dan/atau bersama, contoh: Loor di
Kepulauan Kei, Perserikatan huta-huta di Batak.
Dalam Illmu hukum adat, pengertian masyarakat hukum (MH)
berbeda dengan dan masyarakat hukum adat (MHA). Pujosewodjo

menyatakan bahwa komusi adat yang tinggal di wilayahnya secara

parmanen, patuh dan terik ada tata hukumnya disebut masyarakat

hukum. Sedangkan komunit dat yang keberadaannya di suatu daerah
tertentu secara spontan, keberadaannya bukan karena diperintahkan atau
ditetapkan oleh penguasa, memilikisolidaritas yang tinggi, dan anggotanya
memanfaatkan sumber daua alam yang menjadi lebensraumnya, dan bagi
orang luaran yang ingin memanfaatkan sumber daya alam wajib

mendapatkan ijin dengan imbalan tertentu yang disebut recognisi?*.
Urgensi teori w NRN}WE\ Sebagai dasar persyaratan suatu

komwpiRN H]ﬁﬂﬁlg MHA, karena dalamm:&lﬁeéﬁﬁp&i kesimpangsiuran
penamaan suatu-MHA, sehingga teori ini-menjadi dasar |egitimasi yang

dipakai dalam menganalisis pengakuan MHA dan kepemimpinannya.

b. Teori Kepemimpinan MHA
1) Pemimpin dan Kepemimpinan
Pemimpin adalah kecakapan dan ketrampilan yang dimiliki

seseorang yang memengaruhi orang lain untuk melakukan suatu

3 |bid. HIm. 3-4
24 Sumardjono Maria S.W. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas,
Jakarta, him. 56.
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kegiatan®®. Menurut Mantondang?® pemimpin merupakan orang
yang mempunyai kapasitas dan kompetensi memengaruhi orang
lain untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan
tindakan sesuai yang dikehendaki. Kepemimpinan bermakna
pemimpin adalah proses dan cara memengaruhi, memotivasi orang
lain atau pengikut, bawahan agar memenuhi targer tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu atau mencapai hasil kerja yang
diinginkan. Pimpin berarti: mengatur, mengarahkan, membina,
menuntun, memengaruhi. Pemimpin memiliki tanggung jawab
secara spiritual dan secara fisik terhadap hasil dari suatu aktivitas.
Asmara?’ mengemukakn bahwa kepemimpinan adalah tindakan
dari seorang pemimpin dalam pencapaian tujuan. Suatu proses
mendukung dan memengaruhi orang lain guna bekerja secara
optimal guna pencapaian sasaran, oleh Newstrom disebut

kepemimpinan®®. Implikasi-kepemimpinan menurut Arifin?® adalah:

a) Kepemimpinan 'm tkan orang lain sebagai bawahan atau

pengikut; b) Perbeda istribusi kekuasaan (kekuasaan legalitas
untuk pemimpin‘form n kekuasaan paksaan untuk manejer); c)
Kemampuan dalam guhaan kekuasaan untuk memengaruhi
bawahan. Kepemimpinan seharusnya memiliki kapasitas integrity
yakni konsistensi antara pemikiran, yang diucapkan dan sikap

perilaku, compassion yakni sikap tanggungjawab yang tulus,

cognizance V%WL\AGRBWWA pengetahuan, commitmen yakni
ngwle\rﬁndak sesuai keyakinaﬂn Kﬂf@pwakni percaya pada
diri sendir;” communication “kemampuan] ~kKomtiikasi  untk

meyakinkan orang°.

25
26

27
28
29

41

Sabaeni A.B dan Sumantri li. 2014. Kepemimpinan. CV. Pustaka Setia, Bandung. Him. 17
Mantondang.M.H. 2008. Kepemimpinan,Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik. Graha Iimu,
Yogyakarta. Him. 5

Asmara, Husna. 2017. Kepemimpinan, Teori, dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung. Him.3

Newstrom, John W. 2011. Organizational Behavior. McGraw-Hill Education, Singapore.HIm.171
Arifin, Syamsul. 2012. Leadership:llmu dan Seni Kepemimpinan. Bratana Karya Aksara, Jakarta.HIm.

30 saebani dan Sumantri. Op Cit Him.22
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2) Kepemimpinan Tradisonal
Teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Wiliams &
Weber3! adalah:
a) Otoritas Legal (legal-rational authority) adalah otoritas
yang bersumber dari suatu peraturan atau legalitas tertentu;
b) Otoritas Tradisional (traditional authority) adalah otoritas
keabsahannya bersumber dari adat-istiadat dan hukum adat;
C) Otoritas Kharismatik (charismatic authority) adalah
sumber kekuasaan berasal dari kharisma pemimpin.
Kepemimpinan Tradisional di Papua terdiri atas 4 sistem
kepemimpinan yaitu:
a) Kepemimpinan Ondoafi
Kepemimpinan ondoafi adalah kepemimpinan
berdasarkan legasi kedudukan derajat kekuasaan

tradisional, yah otoritas Ondoafi meliputi satu

etnik,dan/atau satu kampung, dan orientasi Ondoafi

pada.riligi Si kepemimpina ini terdapat pada orang
Sentant, ‘aran
teluk Humbol

Tabla dan ArsaWaris32.

enjem (Nimboran) penduduk di sekitar
(Yos. Sudarso) Yaona, Yakari-Skou,

b) Kepemimpinan Kerajaan

Ciri dari kepemimpinan ini adalah pewarisan

kedudulﬁr\_pp(Wqulzzimnya kepada anak tertua. Sistem
embagian  fungsi Tdalam |, A gntasi~ otoritas.
TANHERCT 109% TR NGRVA

Kepemimpinan kerajaan terdapat-di Kawnana;kFak-fak dan
Raja Ampat?
C) Kepemimpinan pria berwibawa

Sistem pria berwibawa bercirikan (1) kekuasaan
didapat melalui pencapaian prestasi yaitu kapasitas
individual antara lain memiliki harta kekayaan, keberhasilan

31 Wiliams dan Weber, Max . 2003. Traditional, legal-Rational and Charismatic Authirity. The University
of Akron, Ohio. Him.1

32 Mansoben, Robert J. 1995. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya. LIPI, Jakarta.HIm.49

33 Mansoben. Ibid. Him.47-48
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mendistribusikan dan mengalokasikan kekayaan, orator,
memimpin perang/kegiatan yang besar, bermurah hati,
secara fisik kewibawaan, fisik tinggitegap dan besar; (2)
memonopoli kekuasaan, hal ini bermakna kekuasaan
membuat, mengadili, dan memrintahkan peelaksanaan
berada pada peimpin itu sendiri. Sistem ini terdapat pada
suku maybrat, Asmat, Muyu, Mee dan Dani®**. Seseorang
dapat menjadi pemimpin di suku Maybrat, menurut Pouwer
adalah orang yang pandai berdagang. Sikap mendapatkan
keuntungan seperti pedagang dikenal pada suku Maybrat
yang terungkap dalam kalimat berikut: pemimpin adalah
seseorang yang cerdas berdagang mkain timur jenis ru-ra,
seperti burung melompat dari dahan yang satu ke dahan
yang lain guna membawa keuntungan®®,
d) Kepenti
Ciri 'kh
kepemimpinan
Dikatakan’, ke

iran Campuran

epemimpinan campuran adalah tahkta
apati melalui pewarisan atau pencapaian.
impinan - campuran karena perolehan
kekuasaan Kar diwarisi oleh orang tuanya, atau diperoleh
karena prestasi” atau pencapaian, misalnya pada saat
perang, bencana dan kondisi sejenis lainnya. Sistem ini

terdapat pada suku Biak, Waropen Wandamen, Yawa dan
36
21 pHARMNA o
TAN Hl‘eﬁrhkepemlmpman anyah&alq@emvﬂl aji_ daxi berbagai

perspekii,—sehingga untuk merniyamakan persepsi,“dan menjadi
landasan analisis peran kepemimpinan, maka teori kepemimpinan

tradisional yang telah diuraikan sangat relevan dengan kajian ini.

C. Teori Hak Menguasai Negara (HMN)
Kekuasaan Negara atas sumberdaya alam tersebut, tidak berarti

bahwa negara memiliki, melainkan negara berkuasa untuk mengatur

34 Mansoben. Loc cit.
35 Hammar, Roberth K.R.H. 2017. Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal. Calpulis, Yogyakarta.HIm.147.
36 Mansoben Op cit. HIm 48-49
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penataan ruang, hubungan-hubungan hukum serta perbuatan hukum dari
para subyek hukum. Untuk itu Pemerintah atas nama negara berkewajiban
membuat rencana umum, mengenai ketersediaan dan peruntukan dan
pemanfaatan sumber daya alam®’. Hak menguasai negara menurut Budi
Harsono® berlaku atas semua tanah, baik yang sudah dihaki atau belum
dihaki yang berada di seluruh wilayah NKRI. Tanah-tanah yang di atasnya
belum dihaki secara perorangan dikuasai langsung oleh negara. Hak
menguasai negara menurut Ruwiastuti®® apabila merujuk pada teori,
bahwa tidak menjadi pemilik pun, sebagai pemegang otoritas tanah-tanah
tersebut dapat diatur oleh negara asal kewenangan itu ada dasar
legitimasinya.

Teori hak menguasai negara ini, memiliki relevansi dan dasar dalam
menganalisis persoalan MHA dan kepemimpinnya. Teori ini digunakan
untuk menyatakan legitimasi negara atas sumber daya alam yang dalam
tataran  praksis  banyak-menimbulkan  resistensi MHA dan
kepemimpinannya, karena wilayah dan ruang hidup MHA berubah menjadi
perkebunan, HPH, pertambangan-dan lain-lain tanpa melibatkan MHA dan

kepemimpnannya.

d. Teori Ketahanan Nasional

Kondisi dinamik yang meliputi semua aspek kehidupan bangsa
Indonesia yang menyatu berisi keuletan dan ketangguhan yang
memampukan men(ﬁr‘lpppliﬁkuatan nasional dalam rangka
me#n i N 4 @engatasi tantangar, , -gangguan dan
ancagrﬂiﬁg;lfgiﬁltéal maupun eksterna?é&ﬁgmu urtuk_menjamin
identitas, integritas, kelangsungan hidup guna mencapai tujuan nasional

yakni masyarakat adil dan makmur merata material spiritual berdasarkan

37 Lihat: Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, yang dikenal dengan penamaan Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.

38 Harsono, Budi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya
Jilid 1 Djambatan, Jakarta. HIm. 262

3% Ruwiastuti.2000. Sengketa Agraria:Masalah besar bagi masyarakat adat. Dalam Fauzi (ed) Sesat Pikir
Politik Hukum Agraria. KPA dan Pustaka Pelajar. Him.111
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Pancasila dan UUD NRI 1945. Kondisi tersebut merupakan ketahanan
nasional Indonesia (Tannas)*.

Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini berkelanjutan dan
sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional
yang harus diwujudkan, dengan bermodalkan keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional.
Proses  untuk mewujudkan kondisi kehidupan tersebut dilakukan
berdasarkan pemikiran geostrategi yakni suatu konsepsi yang
diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi bangsa dan konstelasi
geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan
Nasional Indonesia**.

Ciri-ciri Tannas antara lain: 1) pembangunan bangsa maju, mandiri,
semangat tidak kenal menyerah guna mengatasi tantangan, ancaman,
hambatan dan gangguan yang timbul; 2) Mempertahankan kelangsungan

hidup. 3) Cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang

didasarkan pada ketakwaa n keimanan kepada Tuhan Yang Maha

Esa*?. Konsepsi Tannas  Indonesia adalah konsepsi pengembangan
kekuatan nasional '\ mel pengaturan dan  penyelenggaraan
kesejahteraan dan keaman ang seimbang, serasi, dan selaras dalam
seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu
berlandaskan Pancasila, UUD NRI| Tahun 1945, dan Wasantara®:.

Teori ketahanan nasional ini memiliki relevansi langsung dengan
MHA dan kepemimpirBrWA W?ﬁ]ﬁfemi dalam tulisan ini, menganalisis
MHAmN QFEWAa mempengaruhi da‘?ﬂ,&?\rlkéwﬁl bagi- ketahanan

hasienal Indonesia:

10. Data dan Fakta

Kepemimpinan dengan MHAnya tersebar di seluruh provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia, merupakan potensi bangsa, yang harus
diperhatikan, diberdayakan agar menjadi aset bangsa yang berkontribusi pada

40 Tim Pokja Bahan Ajar BS. Tannas Mayjen TNI Hari Mulyono CS. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional.
Lemhannas Jakarta. Him. 45

4 Loccit

42 |bid HI. 46

* Loc cit
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persatuan dan kesatuan, serta tegak dan lestarinya NKRI. MHA yang berada dan
bermukim di Nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka tahun 1945, dan mereka
juga mengalami pahit getirnya para kolonialis, penjajah sejak tahun 511 Portogis
menginjakan kaki di bumi Nusantara dan merampok harta-kekayaan MHA yakni
rempah-rempah yakni pala, cengkeh, dan lain-lain. MHA dan para pemimpinnya
telah berjuang melawan penjajah, sampai Indonesia merdeka dan bersatu
sebagai suatu bangsa yakni bangsa Indonesia, dengan wilayahnya meliputi
wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Perjuangan para pemimpin MHA dan
warganya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perlawanan,
merebut dan mempertahankan NKRI, merupakan realitas sejarah yang harus
diakui dan diapresiasi.

Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, MHA telah membangun
kesejahteraan warganya, melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi
ruang hidupnya (lebensraum) secara berkelanjutan (lestari) hingga masuk ke
alam kemerdekaan yang dicita-eitakan-bersama menuju masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NR| 1945. Keberadaan MHA dan para
pemimpinnya, seharusnya diakui dalam-realitas bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Resistensi MHA terhadap berbagai kebijakan negara yang tidak populis
dan inskonstitusional (tidak sesual deﬁga pasal 18B dan Pasal 281 UUD NRI 1945)
serta interprestasi hak menguasai negara (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945) yang
kecenderungan berpihak pada pemilik modal baik perusahaan swasta maupun
perusahaan dengan penyertaan el pememntah menimbulkan resistensi MHA
akibat kehllarjggp hak atas sumberdaya alqgm )ﬁmg‘ Bgpara turyn-temurun
dimanfaatkan sebagal sumber kehidupan, duaga dan dllestankan demi
keberlanjutan hidup dan generasi penerus, dicaplok begitu saja oleh perusahaan
dengan perijinan yang diterbitkan oleh Pemerintah, tanpa melalui upaya
sosialisasi, perundingan, dan konsensus dengan MHA pemilik sejati sumberdaya
alam tersebut.

MHA dengan kearifan mereka memahami bahwa keberadaan mereka
dengan ruang hidupnya merupakan satu kesatuan dalam wadah NKRI, yang
tentunya ada keseimbangan antara kepentingan MHA dan kepentingan bangsa
dan negara. Namun semuanya itu harus berproses secara adil dan bijaksana
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sesuai nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa
Indonesia.

Jumlah suku bangsa yang hidup di NKRI ini berdasarkan wilayah
lingkungan hukum adat, telah dipetakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam
bukunya Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie membagi wilayah Hindia Belanda
atas 19 lingkungan hukum adat yang tentunya jauh berbeda dgn kalkulasi jumlah
suku sebagaimana tabel 1. Van Vollen Houven membagi wilayah hukum adat
sebagaimana tabel Il terlampir.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat ini diperkirakan
MHA sebanyak 70 juta jiwa, yang tergabung lebih dari 1,100 suku, dan yang
terhimpun dalam AMAN sebanyak 15 juta Jiwa, sebagaimana tabel IV terlampir.
MHA yang merupakan warga negara Indonesia yang hidup, mengabdi dan
berkarya di lingkungan dan komunitas adatnya di Indonesia, memiliki kedudukan
yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta diperlakukan adil berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI 1945, Pagpytasi MHA jika 70 juta jiwa dibandingkan
dengan jumlah penduduk 273,87 juta jiwa pada Desember 20214, maka MHA
sejumlah 26 persen, merupakan jumlah-yang cukup besar dengan persebaran di
seluruh Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius oleh penyelenggara negara
bahwa upaya pengakuan, perlindungan serta pemberian peran kepada pemimpin
MHA merupakan suatu keniscayaaﬁl/Data menunjukkan bahwa resistensi MHA
yang persebarannya di semua pulau, provinsi dan kabupaten mengarah ke tingkat
ancaman serius, apabila pemerintah tidak serius menangani dan menyelesaikan
secara tuntas konflik- konfhksum@q?dﬁ,ya 7aJam yang terjadi secara adil, maka

dikuatirkan qkan me,plmb\ulkan kemarahan beﬁar ‘leRI akan -mengalami

kegon€andarT, ketldakteraturan ketldaknyamanan keHdaktentraman yang akan
mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita
bangsa serta tujuan negara, menuju masyarakat adil dan makmur.
Implementasi kewaspadaan nasional menjadi relevan, agar resistensi
MHA yang terjadi dapat ditangkal, dan menganalisis berbagai sebab terjadinya
resistensi dan mencari solusi strategis melalui implementasi pembangunan

nasional yang mampu mengantar MHA keluar dari kemiskinan dan

44 Jumlah Penduduk Indonesia Capai 273 juta jiwa pada akhir 2021. https://databoks.katadata.co.id
diakses 6 Mei 2022
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keterbelakangan. Pemimpin MHA yang selama ini menjadi tokoh yang sangat

berpengaruh perlu dipercayakan, diberdayakan, diberikan peran strategis agar

memiliki kapasitas, kompetensi sebagai pemimpin MHA yang dapat menggerakan

anggota komunitas bersinergis, dengan pemerintah dan komponen masyarakat

lainnya secara bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta

menuju NKRI yang unggul, bermartabat, adil, makmur, berdaya saing, dan

berwibawa dalam kancah pergaulan antar bangsa.

11.

Lingkungan Strategis
a. Global

Issu MHA, merupakan issu yang mengglobal sejak mengemukanya
persoalan hak-hak dasar manusia, yang secara universal dikenal dengan
penamaan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi hak asasi manusia yang
mengajarkan bahwa semua manusia yang lahir dianugerahi hak-hak dasar
yang melekat pada dirinya-yatu. hak untuk hidup, hak mendapatkan
pekerjaan, hak ekonomi dan Sosial budaya. Konsepsi HAM mengakhiri
perbudakan manusia, yang telah berlangsung lama dan tercatat dalam
sejarah peradaban manusia. Negara koia Spartha dan Athena dalam
pemerintahannya mengenal perbedaan antara orang dan budak. Orang
adalah subyek hukum penyaﬁ'dang hak dan kewajiban, sementara budak
adalah manusia yang menjadi obyek atau barang/benda, sehingga dapat
diperjualbelikan.

Filsuf Inggri% wWoR M Lm;lg (1632-1704) pada abad 17

| a T

memfFrwjﬁ? L§an @ak alamiah (naturahl rlgbﬂt} YEOR ada_pada setiap

mansia Sejak lahlr yakni hak untuk hldup, hak-milik[tan hak kebebasan.
Perkembangan HAM mulai berkembang ketika revolusi Amerika tahun
1776 menerbitkan declaration of independence (deklarasi kemerdekaan)
dan revolusi Perancis tahun 1789 menghasilkan Declaration droits de
fhome et du citoyen (deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara).
Sejak awal abad ke-20 konsep hak asasi yang diperkenalkan oleh Franklin
D Rosevelt yakni freedoom of relegion, freedom of speech, freedom from
want, dan feedom from fear. Tindak lanjut dari penghargaan atas harkat
dan martabat manusia, khususnya masyarakat adat (MA), oleh negara-
negara Belgium, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Denmark, Dominican Republic,
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Ecuador, Estonia, Finland, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Latvia,
Nicaragua, Peru,Portugal, Slovenia, and Spain, mensponsori deklarasi
yang disahkan pada sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada
sesi 61 di markas PBB di New York pada kamis 13 September 2007
mayoritas 144 negara yang mendukung, maka lahirlah Deklarasi PBB
tentang Hak Asasi Masyarakat Adat (United Nations Declaration on The
Rights of Indigenous Peoples).

Kehadiran Deklarasi yang terdiri atas 46 pasal tersebut, pada
intinya mengakui, menghargai dan memajukan hubungan yang serasi
antara negara dan MHA atas sumber daya alam,tanah, identitas, budaya,
yang didasari atas prinsip keadilan, demokrasi, penghargaan hak-hak asasi
manusia, non-diskriminasi dan niat baik yang saling mempercayai*® bahkan
negara patut memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas, tanah,
wilayah, dan sumberdaya, yang dilakukan dengan cara menghargai adat,

tradisi dan sistem pemanfa tanah dari masyarakat adat*®. Adanya

deklarasi tentang hak ‘asasl masyarakat adat ini, berpengaruh secara

global bagi 70 negara deng 00 kelompok masyarakat adat di bumi ini.
Oleh karena itu kondisi dan perke mbangan MHA dan kepemimpinannya di
Indonesia dengan segala resistensi dan dukungan terhadap pemerintah,
menjadi sorotan negara-negara di dunia, serta lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang berkarya di bidang hak asasi manusia dan

pembangunan MHA.

| DHARMMA
LA TANRRNA MANGRVA

Pengaruh—deklarasi tentang hak-asast-masyasgkat~adat secara
regional berpengaruh terhadap kondisi MHA di Indonesia, yang hingga kini
belum ada pengakuan dari negara dalam suatu undang-undang khusus
yakni Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Faktor-faktor
regional yang berpengaruh kuat terhadap eksistensi MHA adalah adanya
dukungan LSM dan negara-negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik

45> Sem Karobah (penerjemah). 2007. Hak Asasi Masyarakat Adat. Watch Papua, Galang Press. HI. 13
4% |bid. hlm. 28-29
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atas perkembangan MHA di Indonesia, utamanya di Sumatera, Kalimantan
dan Papua.

Dalam Deklarasi PBB tentang hak asasi masyarakat adat
dinyatakan bahwa masyarakat adat Papua adalah masyarakat adat yang
berada di Pulau Papua (Papua Newguinea dan Papua Wilayah NKRI) hal
ini menimbulkan sentimen primordial yang berdampak pada integrasi
bangsa, karena suku-suku yang ada di dua negara tersebut merasa satu
kesatuan masyarakat hukum adat. Kondisi sentimen ini terdapat pula di
Sumatera dan Kalimantan terutama suku Melayu, namun sentimen
kesukuan tersebut tidak berpengaruh pada tingkatan MHA dan negara.

Sebagai contoh pengaruh regional yaitu ada 6 negara di Pasifik
yang terus-menerus menyuarakan kemerdekaan Papua, dengan
mengembangkan isu HAM, intimidasi dan diskriminasi, marginalisasi yang
dilakukan NKRI terhadap MHA di Tanah Papua. Bob Loughman Perdana
Menteri Vanuatu dalam sidang-umum PBB ke-76 menyatakan bahwa
masyarakat Papua menderita karena terjadinya pelanggaran HAM oleh
pemerintah  Indonesia. ~Negara-negara yang bersama Vanuatu
menyuarakan kemerdekaan berbasis masyarakat adat papua adalah
Palau, Tuvalu, Marshall fsland, Kepulauan Solomon dan Nauru. Tuduhan
Vanuatu dan negara—negaraﬁésifik tersebut, walaupun tidak sepenuhnya
terbukti, namun itu potensi ancaman yang patut diwaspadai oleh
pemerintah NKRI#’.

- |
e TARRENA MANGRVA

Kepemimpinan MHA sejak satu—dasa—warsa~ierakhir_ini, terus
berjuang untuk memperoleh pengakuan secara de jure maupun secara de
fakto. Realitas perjuangan tersebut nyata pada usaha mendorong
Rancangan Undang-Udang Pengakuan dan Perlindungan MHA yang
hingga kini belum berhasil. Bersamaan dengan upaya Kepemimpinan MHA
untuk diakui secara resmi oleh negara, ternyata para kepemimpinan adat

mulai merambah dunia politik praktis. Ada yang menjadi anggota partai

47 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung IsunHAM Papua di PBB-CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com.
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politik, pengurus partai politik, anggota legislatif hingga menjadi kepala
daerah. Hadirnya kepemimpinan MHA dalam dunia politik merupakan
salah satu solusi kekurangan kader kepemimpinan bangsa yang dibina
oleh partai politik. Kehadiran kepemimpinan MHA dalam politik praktis
karena terbuka ruang bagi mereka  dengan mengusung isu-isu
primordialisme, bahkan polittk identitas semakin memuluskan
kepemimpinan MHA meraih apa yang dikehendaki. Fenomena ini menjadi
sangat kuat, karen selama ini perjuangan MHA dalam ketidakadilan
pembangunan yang disuarakan oleh kepemimpinan MHA belum direspon
secara proporsional oleh penguasa, sehingga keikutsertaan dalam dunia
politik praktis menjadi jembatan emas pemenuhan aspirasi MHA.
Masuknya kepemimpinan MHA dalam dunia politik praktis nyaris
tidak mengalami kendala, karena partai politik kebanyakan mencari figur
pemimpin yang berpengaruh dan memiliki banyak pengikut, dan mereka

adalah pengikut yang militaq. lg+-fenomena menarik yang harus dicermati

oleh pengusa, agar eksisten HA dan kepemimpinannya diberikan ruang

untuk berpartisipasi, diakuli, dilindungl sesuai amanat konstitusi yakni
melindungi bangsa dan_tumpah darah Indonesia. Dengan demikian
predikat buruk yang selama elekat pada MHA dan kepemimpinannya
seperti keterbelakangan, radikalisme, saparatisme akan sirna dan diganti
dengan predikat MHA dan kepemimpinannya yang nasionalis, visioner dan

kenegaraan karena memiliki peran yang mendukung kebijakan negara
dalam pelaksanaan p%aﬂqqr]vmmanuju masyarakat adil dan makmur.

TANHANA MANGRVA
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12. Umum

Penguatan terhadap kepemimpinan MHA dapat memperkokoh ketahanan
Nasional NKRI. MHA dalam kesehariannya melakukan pembimbingan terhadap
komunitas berdasarkan legitimasi yang diterimanya untuk memimpin dan
memberikan perlindungan MHA dan ruang hidupnya. Peran Kepemimpinan MHA
mendorong dan memajukan MHA melalui pelestarian nilai-nilai adat-istiadat, dan
segala kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan MHA.

Penguatan peran Kepemimpinan MHA, diwujudkan pula pada pengakuan
MHA sebagai subyek hukum sebagaimana Permendagri Nomor 52 Tahun 2018
yang berkenaan dengan wilayah, pemerintahan adat, harta kekayaan, kearifan
lokal yang merupakan living law MHA. Namun penguatan dan pengakuan dengan

undang-undang sehingga kekuatan mengikat jauh lebih berkualitas. Sedangkan

Permendagri saja belumlah cukup: Bgtuh dasar hukum pengakuan pada level
implikasi  kepemimpinan  MHA' akan memberikan penguatan terhadap
Kepemimpinan MHA, sebagai sumbyek hukum dan memiliki legal standing dalam
lalu lintas hukum di NKRI.

Penguatan peran kepemimpinan MHA, pengakuan eksistensi MHA dan
implikasi kepemimpinan dan pengakuan MHA berpengaruh terhadap kondisi
ketahanan bangsa. Hal-hal _esensial _yang berkenaan dengan peran
Kepemimpinan MHA, penga@%ﬁ%ﬁ ”ﬁh?hp'ﬂkay pengakuan kepemimpinan MHA,
dalai tataieh Nirgkiigndd—berjalan  secard |\bajkl @&V Alikendzlikan  akan
meminimalisasi terjdinya konflik horisontal dan vertikal, sekaligtis merminimalisasi
resistensi MHA terhadap pemerintah. Kondisi ini akan berkontribusi terhadap
kokohnya ketahanan nasional NKRI. Faktor yang berpengaruh terhadap
Ketahanan nasional bangsa Indonesia bukan saja faktor peran kepemimpinan
adat dengan berbagai implikasinya semata, melainkan dipengaruhi banyak faktor
lain misalnya: pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi , pemanfaatan
ruang dan sumber daya alam yang adil, memberikan ruang kepada masyarakat

agar berpartisipasi dalam pembangunan.
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Pengakuan negara terhadap eksistensi Kepemimpinan MHA
a. Pengakuan dan perlindungan MHA

MHA di Indonesia telah diberikan pengakuan dalam konstitusi, dan
sekitar lebih dari 14 undang-undang yang berkaitan dengan pengakuan
dan penghormatan kepada MHA. Namun belum ada pengakuan dan
penghormatan negara atas MHA yang diatur dalam undang-undang
tersendiri. Pengakuan MHA terbatas pada tataran nilai instrumental,
sedangkan dalam tataran praksis, tataran realitas lalu lintas hukum belum
dirasakan oleh MHA, buktinya hingga sekarang belum ada undang-undang
tentang MHA, walaupun telah diajukan oleh beberapa komponen MHA
yakni organisasi Aliansi Masyarakat Adat Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Fransi Nasional Demokrat (Nasdem) sejak 2009 ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR RI). Alasan diajukannya Rancangan Undang-
Undang Masyarakat Hukum Adat (RUUMHA) dilatarbelakangi oleh belum
optimalnya perlindungan —kepada MHA dalam pelaksanaan hak
pengelolaan yang bersifat komunal dan individu, baik hak atas
tanah,wilayah, budaya dan'sumber daya alam yang diperoleh secara turun
temurun, maupun diperoleh melalui / mekanisme lain yang sah menurut
hukum adat setempat; “belum tercapainya kesejahteraan MHA, serta
adanya konflik yang mengancérﬁ stabilitas keamanan. Kondisi yang terjadi
adalah sektoralisme pengaturan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak
sinergis dengan hukum dasar mengakibatkan eksistensi MHA antara ada
dan tiada, hilangnyé Ldenmqs ‘budaya bangsa, serta kriminalisasi MHA
yang - mqrpgertahankan haknya, tldak‘ dlﬁquk@m /ang untuk MHA
berpartisipast dalam Setiap pembangunan yangberkenaan dengan dirinya
dan lingkungannya.

Regulasi sebagai aspek penunjang adanya Pengakuan dan
perlindungan MHA, kendatipun belum ada undang-undang yang mengatur
PPMHA, namun untuk merespon tuntutan MHA Indonesia, maka
Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri, menerbitkan regulasi yang
mengatur tata cara pemberian pengakuan kepada MHA, yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam
rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
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perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI perlu pengakuan dan
perlindungan terhadap MHA. Dalam Permendagri diperintahkan agar
provinsi, kabupaten dan kota menyaipkan anggaran, dan tim peneliti yang
terdiri atas birokrasi, politisi, MHA, kampus dan LSM, yang diketuai secara
exoficio oleh Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Panitia Masyarakat
Hukum Adat terdiri atas: Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai
sekretaris; Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai
anggota; Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan Kepala SKPD
terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan
identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan MHA. Tahapan identifikasi
dilakukan oleh kepala daerah melalui kepala distrik/camat dengan
melibatkan MHA.

Selanjutnya - BupaiifWaliketa melalui Camat/Kepala Distrik
melakukan identifikasijdengan melibatkan masyarakat hukum adat atau
kelompok masyarakat, maka hast! identifikasi dilakukan verifikasi dan
validasi oleh Panitia \ Masyarakat /Hukum Adat kabupaten/kota dan
diumumkan kepada Masyarake: Hukum Adat setempat dalam waktu 1
(satu) bulan. Panitia Mésyarakat Hukum Adat kabupaten/kota
menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil
verifikasi dan validasi Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan
dan perlindungan mawgqra}@an uhu}«,;m adat berdasarkan rekomendasi
Panltr? Mﬁﬁp{ﬁr\akf\t\Hukum Adatdengan Iﬁepu ljl rDKJepala Daerah. Dalam
hal masyarakat-hukdm adat berada di 2 (dua) atau iehih kabupaten/kota,
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan
Keputusan Bersama Kepala Daerah atau Gubernur. Segala biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum adat dibebankan pada:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan

4) Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
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Aspek keteradaan MHA itu nyata yakni ada wilayahnya, ada
masyarakat anggota komunitas, ada sejarahnya, kepemimpinan, atura-
aturan adat-istiadat, harta benda adat, hak komunal atas tanah, dan juga
tanah perseorangan. Data dan informasi tentang keteradaan MHA juga
tersedia di kampung-kampung, distrik yang berada di wilayah tradisional
MHA. Contoh: MHA yang berada di Papua Barat, suku pedalaman Arfak
a) berada dan bermukim di wilayah pemerintahan kabupaten Manokwari,
Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni, dan Teluk
Wondama; b) memiliki kepemimpinan adat yang disebut Mananir (kepala
suku), Moskur (wakil kepala suku) dengan perangkatnyal c) harta
persekutuan: tanah, kain timur, senjata; d) kearifan lokal: misalnya igya ser
hanjob (menjaga batas wilayah); e) dan anggota masyarakat: sub suku
hatam, Meyah, Sough#.

Pengakuan dan perlindungan MHA secara eksplisit dan implisit
sudah di atur dalam konstitusi dan-lebih dari 14 UU sektoral yang mengakui
keberadaan kepemimpinan dan MHA, namun dalam implementasinya
keberadaan MHA tidak dihormati-dalam setiap aktivitas kementrian/badan
yang berdampak pada\resistensi MHA. Untuk perlu pengakuan setingkat
undang-undang tentang. PPMHA~ yang kedudukannya etara dengan

undang-undang.

b. Perwujudan Pengakuan dan Perlindungan MHA

1) Mendorong L gJHP“MHA

\N} |SolILJSA yang ditawarkan ad§ zr\h bprangal plhak yakni Aliansi
Masyarakat Adat Indonesia (AMAN}, A305|a5| RexgajarHukum Adat
Indonesia (APHA), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPDRI) mendorong Rancangan UUPPMHA tersebut untuk segera,
dibahas oleh Pemerintah bersama DPRRI, agar secepatnya
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran negara, sehingga
memiliki kekuatan hukum, kekuatan mengikat dan kekuatan berlaku

bagi semua orang, dan sebagai landasan MHA sebagai subyek

48 Roberth KR Hammar Hammar, Roberth K.R.H. 2017. Penataan Ruang BerbasisKearifan Lokal. Calpulis,
Yogyakarta.HIm.145-149.
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hukum dan memiliki legal standing yakni hak menggugat
mengatasnamakan kepentingan pihak tertentu di badan peradilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
menyatakan tentang pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan
oleh kepala daerah dengan membentuk panitia MHA yang terdiri
atas sekretaris daerah sebagai ketua, SKPD pemberdayaan
sebagai sekretaris, Kepala biro/bagian hukum, camat/kepala distrik,
SKPD terkait dgn MHA sebagai anggota. Tim ini melakukan
penelitian dengan tahapan: (1) identifikasi MHA (2) Verifikasi dan
validasi MHA (3) penetapan MHA. Identifikasi dalam rangka
penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mencermati:

a) Sejarah MHA

b) Wilayah Adat

C) Hukum Adat

d) Harta ke

e) Kelemb n/sistem pemerintahan adat.

aah dan/atau benda-benda adat; dan

Penelitianyan akukan terhadap MHA berbasis suku, sub

suku dan margalkeret, dilakukan secara bertahap, termasuk batas
wilayah masing-masi uku, sub suku, marga/keret. Pembiayaan
penelitian tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), kabupaten/kota, atau provinsi. Guna

kelancaran pengakuan MHA, maka anggaran penelitian, validasi
dan verifikasi 6<“SNR Mqﬁr;glbagaannya wajib diakomodasikan

Tgﬂqu‘gl Eflr\?%anaan sesuai tahapamk&rﬁqg R(vg{apan dalam APBD

induk-dan-APBD Perubahan. Halni-tergantuno~dari «emauan dan
komitmen kepala daerah, dalam memformulasikan kebijakannya
memihak rakayat (populis) atau tidak. Pengakuan dan perlindungan
MHA oleh Kepala Daerah berupa Keputusan merupakan legitimasi
kuat bagi MHA sebagai subyek hukum dan memiliki legal standing
dalam lalu lintas hukum. Untuk Negara seyogyanya menindaklanjuti

pengakuan dan perlindungan MHA.

2) Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota.
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Upaya mendorong agar Pemerintah daerah segera
mewujudkan peraturan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang
mengatur tentang tindak lanjut perlindungan dan pengakuan MHA
yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Regulasi
dalam bentuk peraturan daerah provinsi, peraturan daerah khusus,
peraturan gubernur; peraturan daerah kabupaten dan kota,
peraturan bupati/wali kota, sebagai dasar legitimasi dilakukannya
penelitian MHA, wilayah adat yang bermanfaat menyajikan data-
data tentang wilayah adat, batas-batas wilayah, sumber daya
alamnya serta kepemimpinan MHA yang memiliki kekuasaan di
wilayah adat sesuai tingkatannya. Data-data wilayah adat dapat
dijadikan data kepada pemerintah, investor yang berniat
menanamkan modalnya di suatu daerah, sehingga investor
terhindar dari konspirasi para spekulan tanah dan sumber daya
alam. Misalnya invesigr yang membutuhkan tanah 10 hektar untuk
pembangunan smelter, akan dengan mudah mengetahui luas areal,
dengan batas-batasnya, -ke'tiarga, marga, dan suku, kampung,
kecamatan, kabupatenlokasi areal tanah tersebut, sehingga proyek
tersebut bisa segera dileksanakan, dan pihak penerima rekognisi
dan ganti rugi, penyeffs{an modal/saham adalah pihak yang tepat.
Hal ini akan mengurangi resistensi oleh kepemimpinan MHA dan

komunitas pemangku hak tersebut.

Per amk;@p @ TE{\TE\? |Ran MHA h"‘\.j‘\] AN GR VA
a. Peran-kepentimpinan MHA berdasarkan Peratdrarn

Perundang-Undangan dan Teori, Data dan Fakta.

Konstitusi NKRI yakni UUD NRI Tahun 1945, maupun peraturan
perundang-undangan telah mengatur tentang pengakuan terhadap
eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) yang tentunya dalam pengakuan
MHA tersebut termasuk kepemimpinan MHA. Dalam perundang-undangan
tersebut peran kepemimpinan tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan
perundang-undangan, yang diatur hanyalah pengakuan terhadap
komunitas MHA dengan berbagai kearifan lokalnya. Peran kepemimpinan
adat secara umum adalah dengan sebaik-baiknya menjaga, memelihara
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kehidupan yang baik, rukun, kerja sama dalam komunitas adat tersebut,
serta menegakkan hukum baik hukum pidana maupun aspek hukum
lainnya. Kepemimpinan MHA dalam tulisan Soepomo*® disebut sebagai
kepala adat. la merupakan bapak dari persekutuan yang memimpin,
menjaga, memelihara kehidupan bersama, menjaga ketentraman dan
keseimbangan kosmis termasuk penegakan hukum dan peradilan.
Kepemimpinan MHA melakukan peran pokoknya sebagai berikut:

1) Mengatur tanah persekutuan (komunal dan perseorangan).

2) Penegakan hukum: preventif dan represif.

3) Peradilan: pembetulan/penyelesaian pelanggaran, (hakim).

Peran Kepemimpinan MHA senantiasa mempertimbangkan
berbagai kemajuan dan perubahan demi kesejahteraan warga MHA-nya.
Peran Kepemimpinan MHA sebagai berikut:

1) Menetapkan pedoman dalam tingkah laku sesuai adat

istiadat dan hukum-adat yang berlaku.

2) Menjaga || dan elindung ~MHA dari musuh maupun

kekacauan yang timb k'anggota MHA.

3) Mengawasi pe u anggota MHA.

4) Melaksanakan ua keputusan adat, menjaga

kewibawaan putusan adat.

5) Sebagal tempat bersandar, tempat menyampaikan keluh-

kesah para anggota MHA.

DHARMMA
b TR 3] FegPnan yang Eis4ankIERVA

Kepemimpinan MHA yang diharapkan-datam menjalankan perannya
yang strategis dalam menggerakan MHA menuju tujuan yang dikehendaki
sebagai berikut:

1) Memimpin pemerintahan adat, menyelenggarakan ketertiban

umum, dan mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota MHA dapat melaksanakan aktivitasnya guna kelangsungan

hidupnya.

4 Soepomo. 1979. Bab bab tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita Jakarta. Him. 45
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2) Mengatur peruntukan penggunaan sumberdaya alam sesuai
prinsip-prinsip hukum yang berlaku di komunitasnya vyaitu (1)
mengatur peruntukan ruang (2) mengatur hubungan antara anggota
MHA dengan tanah, ruang dan sumber daya alam di wilayahnya (3)
perbuatan hukum antara anggota MHA mengenai tanah, wilayah
tempay sumber daya alam itu berada. Fungsi mengatur sumber
daya alam tersebut bersifat kolektif publik dan privat yang dalam
perundang-undangan disebut dengan istilah hak ulayat.

3) Kepemimpinan MHA bertanggung jawab atas berbagai
peristiwa pidana dan sengketa keperdataan yang terjadi di
wilayahnya, serta memperkuat pertahanan MHA dalam rangka
menghadapi musuh (binatang buas, penyakit, peperangan);
Kepemimpinan MHA menjadi katalisator terhadap berbagai konflik
yang terjadi akibat kebijakan negara atas komunitas MHA dan

lingkungan hidup sefia sumber daya alam di wilayahnya; serta

menjalankan dan 'm akkan hukum-adat istiadat berdasarkan

kearifan lckal secara adil ouna mengembalikan keseimbangan
kosmis yang terganggu (restitio integrum).
4) Melestarikan -budaya dan wilayah MHA, motivator,
inspirator dan  teladan bagi MHA; memengaruhi kebijakan
pemerintahan kampung/desa, atau distrik/kecamatan merujuk pada

nilai-nilai budaya dan kearifan lokal MHA.

5) Mensine@'\haAR)Mqu‘ai kebijakan negara yang berkaitan
ngmql}\l\r&% s%meer daya aIau?\}I l&aﬂqéWgannya, p-rogram-

program—pemerintah yang berkenaan—deiMan pemerintahan,

pembangunan pembinaan kemasyarakatan di komunitasnya yang

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

6) Kepemimpinan MHA menjalankan dan menegakan hukum

dan kearifan lokal, menyelesaikan pelanggaran Adat dalam

lembaga peradilan adat secara adil berasaskan restituo integrum

dalam suatau peradilan adat yang adil dn tidak memihak.

7) Kepemimpinan MHA bertanggungjawab dan mencari solusi

atas adanya wabah penyakit yang melanda komunitasnya, serta
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dapat memfasilitasi pengobatan dari bahan-bahan tradisionl
dan/atau pengobatan modern.

8) Kepemimpinan MHA bertanggungjawab atas ketersediaan
pangan bagi kelangsungan hidup komunitas MHA (ketahanan
pangan).

9) Menjamin setiap anggota MHA berperan aktif dalam
pembangunan disegala bidang (relegius, ekonomi, pendidikan,
keamanan, pertahanan), serta memajukan kebudayaan MHA, yang
merupakan bagian integral dari kebudayaan bangsa, serta
mendorong pencapaian prestasi di bidang seni dan olah raga
sebagai wujud kecintaan MHA kepada bangsa dan NKRI.

C. Aspek Penunjang dan Penghambat Perwujudan Peran
Kepemimpinan MHA

1) Kepemimpinas A-dalam menjalankan perannya, menuai

keberhasilan/kesusksesan ‘karena didukung sepenuhnya oleh

warga komunitas MHAdidasari aspek sebagai berikut:
a) Adanya
terhadap MH

kepemimpinannya beserta hak-hak tradisional diakui dan

gakuan, penghormatan dan perlindungan

ecara konstitusional yakni MHA dan

dihormati sepanjang dalam kenyataan masih ada (UUD NRI

1945 dan Perundang-undangan).

b) @ﬂﬂﬁ@pmc&yaan (trust) dari MHA terhdap

eperl@minan masyarakai ad pena-diyakini bahwa
TANHARFA'S YRR GRVAR T

kepemimpinan MHA berwiswa,—kuat, Orator, “pengetahuan
luas, dan memiliki kekuatan magis dan lain-lain, akan
terjamin kehidupan baik material maupun immaterial, serta
memengaruhi, membimbing dan mengevaluasi berbagai
kegiatan sesuai dengan tujuan guna kesejahteraan MHA;
komunikator, artikulator kepentingan MHA, sekaligus agen
perubahan.

C) Ketersediaan ruang hidup, harta kekayaan komunal,
hukum adat baik mengenai perseorangan, keluarga,
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perkawinan, warisan, delik adat serta prinsip keberlanjutan
sumber daya alam, hutan, air dan sebagainya.
d) Adanya bantuan/subsidi pembangunan kampung
yang merupakan ruang hidup komunitas MHA oleh
pemerintah dan pemerintah daerah.
e) Kepemimpinan MHA dilibatkan dalam pengambilan
keputusan oleh pemerintah kampung bahkan dipercayakan
sebagai ketua Lembaga Musyawarah Kampung (sebatas
kebijakan pemerintahan kampung).
2) Aspek yang berkontribusi menghambat implementsi peran
kepemimpinan MHA sebagai berikut:
a) MHA dan kepemimpinannya belum memiliki legitimasi
yang kuat karena belum ada regulasi setingkat undang-
undang yang mengatur, mengakui, melindungi MHA dan

kepemimpinas-beseria sumber daya alam yang merupakan

tempat mereka melangsungkan kehidupannya.

b) Kepemi an MHA belum sepenuhnya dilibatkan
dalam pengambilen keputusan strategis yang menyangkut
penatan tata ruamng/ fencana tata ruang wilayah (RTRW),
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
tata ruang, serta belum adanya sinergitas antara penataan

ruang pemerintah dengan penataan ruang MHA.

C) BSWAQWWW pembinaan kepemimpinan MHA,

una, wmemperkuat perasnya : ra_internal MHA
TANHAfp'EgIPerat PRRSiy, RRERVAS

fradpun eksterna yang Berkentribusi~0agi “pemantapan
integrasi bangsa guna memperkokoh ketahanan nasional
NKRI.

d. Penguatan Peran Kepemimpinan MHA

Kepemimpinan MHA memiliki peran yang strategis dalam
memengaruhi para pengikutnya, mentaati segala kebijakan dan perintah
dalam rangka pencapaian tujuan yang kesejahteraan dan penghormatan.
Berbagai resistensi yang dilakukan oleh berbagai komponen MHA,
gejolaknya merata di seluruh provinsi, kabupaten, kota, paling tidak di
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pulau-pulau besar di NKRI. Kepemimpinan yang dimiliki MHA di berbagai
daerah di Indonesia adalah kepemimpinan kharismatik walaupun dengan
perbedaan sistem yang deferensiasi sesuai dengan kultur masing-masing
suku pada MHA yang bersangkutan. Kepemimpinan kharismatik tradisional
adalah kepemimpinan didasarkan atas legitimasi tradisional, komitmen,
identitas dan adanya keyakinan bahwa kepemimpinan tersebut mampu
membawa warganya mencapai suatu kondisi yang diharapakan, misalnya
penghormatan, kesejahteraan serta perubahan. Kepemimpinan
kharismatik-tradisional ini memiliki kapasitas, kompetensi yang diyakini
direstui leluhur (sebagian MHA) yang memiliki warisan bersifat magis
religius. Model kepemimpinan kharismatik-tradisional ini senantiasa
didukung oleh perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi sebagai
penasehat spiritual misalnya MHA Arfak di Manokwari Papua Barat dikenal
dengan nama “Dwabebah”. Kondisi kepemimpinan seperti ini membuat
para anggota persekutuap—menaruh harapan yang besar akan masa
depan, sehingga semua perfintah sang pemimpin akan dilaksanakan
dengan spirit akan memperoleh kebahagiaan yang dicita-citakan. Ini
sebuah peluang yang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
untuk mendorong akselerasl pembangunan di daerah-daerah dengan
melibatkan para pemimpin MHEA.
1) Legitimasi Peran Kepemimpinan MHA.

Dalam rangka efektivitas peran kepemimpinan MHA yang
strategis, hendakmyqa LETE

| L

mquwu\dk?n\ pengakuan kepemmmpma]n WA\JPemermtah bersama
Dewan—Perwakilan Rakyat Republik—ndonesia./(DPRRI), segera

enntah dan pemerintah daerah

menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang
Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat
(RUUPPMHA) dan segera ditetapkan menjadi undang-undang.
Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan
kota menyusun peraturan daerah provinsi (Perdasi) atau peraturan
daerah khusus (Perdasus) dan petunjuk teknis pengakuan berupa
peraturan gubernur (Pergub), sebagai pedoman bagi kabupaten dan
kota, serta menjadi dasar legitimasi penerbitan surat keputusan (SK)
oleh Gubernur atas pengakuan suku, marga yang wilayah adatnya
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berada di dua kabupaten atau kota. Bagi kabupaten dan kota dapat
menetapkan peraturan daerah kabupaten/kota serta peraturan
bupati atau peraturan walikota untuk mengatur hal-hal yang bersifat
teknis operasional dalam mewujudkan pengakuan MHA.

Adanya regulasi setingkat undang-undang akan
memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi kepemimpinan
adat, sehingga ia dapat melakukan berbagai hubungan hukum
maupun perbuatan hukum yang berkenaan dengan perannya
menjaga, mensejahterakan, dan melegasikan tatanan adat-istiadat
dan hal ihkwal lainnya terhadap MHA yang dipimpinya, bahkan
dapat melakukan juga perbuatan hukum dengan kepemimpinan
MHA yang lain di lingkup kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia.
Bahkan Peran kepemimpinan MHA, tidak hanya sebatas mengurusi
hal-hal yang bersifat tradisional semata, tetapi di era globalisasi ini
tantangan para pemimpin . MHA  mampu mengadaptasikan
kepemimpinannya dengan kondisi negara dan pengaruh globalisasi.
Ikatan psikhologis ~tradisional oleh MHA menunjukan ikatan
primordial kesukuan yang sungguh kuat. Ikatan primordial memiliki
kekuatan dan kelemahan. Dari sisi kekuatan, primordial suku
memperkuat kohesi antara sesama komunitas suku karena merasa
satu turunan (misalnya di Kei dangan kearifan lokal “Manut ain mehe
tilur, Vuut ain mehe ngivun” artinya telur yang berasal dari induk
ayam satu de\xgwsamgﬁ«q(stn] ;,elur dari induk ikan yang sama,
mq{lj leqya Klta bersatu karena k%a d?‘\rl“&qmgan yvang.sama., ada
juga” Aln A ain” artinya satu—punya satt;~bermakan saling
mengasihi, saling memiliki; ada juga kearifan lokal: “ it fiang fo kud
entau fo banglu” artinya kita lakukan dengan baik maka
kekuatannya seperti peluru, hal ini bermakna “kalau kita bersatu
pasti kuat”. Kondisi ini juga memperkokoh kondisi multikulturalisme
Indonesia, dan kekuatan budaya masing-masing suku, daerah
merupakan puncak budaya daerah dan sekaligus berkontribusi bagi
kebudayaan nasional. Namun sebaliknya manakala kondisi
primordial MHA itu berubah menjadi pemicu terjadinya
ketidakpercayaan MHA kepada pemerintah, akibat tidak diberi
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pengakuan dan perlindungan kepada kepemimpinan MHA, maka
akan terjadi kegaduhan, bahkan resistensi MHA menjadi ancaman
disintegrasi  bangsa. Dinamika kehidupan MHA dan
kepemimpinannya dipengaruhi pula oleh pengaruh global yang kini
melanda dunia. Pengaruh tersebut bisa diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah, namun dapat memanfaakan kepemimpinan
MHA untuk komunitasnya dari pengaruh asing yang tidak sesuai
dengan kearifan lokalnya. Peran Kepemimpinan adat adalah
menjaga sakralitas dari nilai-nilai adat yang diyakini turun-temurun
yang merupakan identitas MHA, yang dikuatirkan akan tergerus
sehingga kepemimpinan adat perlu diberikan penguatan
(empowering).

Regulasi yang menjadi rujukan dibeberapa Provinsi dan
Kabupaten/kota adalah Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 beserta
Peraturan Daerah Prownsi. dan Kabupaten/Kota. Namun MHA
belum percaya difi “kKealau regulasi tentang pengakuan dan
perlindungan ~ MHA = Belum | dalam bentuk undang-undang.
Terhambatnya penetapan UU PPMHA ini karena belum adanya
kemauan (politicalwilly pengtasa baik di pusat maupun daerah. Di
tingkat pusat: Pemerniniah dan Legislatif belum memproses,
menetapkan, dan mengundangkan Rancangan UUPPMHA menjadi
UUPPMHA. Di tingkat daerah: Pemerintah Daerah baik provinsi
maupun kabupai@n oan Mtaye/mggan menyediakan dana (provinsi,

i/

kapﬁprar\enfkpta felum mengalokaﬁlkarMaﬂa husus untk penelitan
MIHA)—yang™ jumlahnya milyaran—+upiah [watuk<-memproses
pengakuan MHA, dan identifikasi batas-batas wilayah adat yang
satu dengan wilayah adat yang lainnya yang dikuasai oleh suku dan
atau marga.

2) Pembinaan Kepemimpinan MHA.

Penguatan kepemimpinan MHA melalui program pembinaan
tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Tokoh pemuda, tokoh perempuan
yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa, dan perangkat

pemerintahan lainnya di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun
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perlu dimantapkan substansi, metode dan pemateri. Program dan
kegiatan seperti bela negara, latihan kepemimpinan, kegiatan anti
korupsi, pemantapan wawasan kebangsaan, kegiatan kerukunan
umat beragama, kegiatan musabgoh tilawatil quran, pesparawi,
pesparani, dan seni budaya, pemberdayaan ekonomi MHA perlu
direncanakan, didukung dengan ketersediaan anggaran pemerintah
dan dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Di samping
itu perlu mendorong berbagai keterlibtan kepemimpinan MHA dalam
kegiatan pembangunan seperti rapat koordinasi pembagunan
(Rakorbang) atau  musyawarah rencana  pembangunan
(Musrembang), dari tingkat kampung, kabupaten dan provinsi,
kegiatan penataan ruang antara lain terlibat sebagai anggota Badan
Koordinasi Penataan Ruang tingkat distrik/kecamatan dan
kabupaten/kota, serta diberikan ruang kepada kepemimpinan MHA
untuk memberikan safan-pertimbangan mengenai penataan ruang
yakni perencanaan, -pemanfaatan dan pengendalian perencanaan
tata ruang yang berkehaan |dengan wilayahnya, karena MHA
memiliki kearifan lokal dalam penataan ruang yang dijaga,
dipelihara, ditaati turun-terpurun. Disadari bahwa negara memiliki
kewenangan mengatu'f'/bumi, air dan ruang angkasa (Teori Hak
Menguasai) namun hak negara tersebut melingkupi MHA dan
sumber daya alamnya. Maka sudah sepatutnya kepemimpinan MHA
dilibatkan seca\@;ﬁlgljj@@ﬁmﬁseluruhan proses penataan ruang,

“@em\:lﬁhﬁ\ojlqpan Komunitas MEA tﬁikﬁ%ﬂaﬁmgmaulaun yang akan
datang:

Kebijakan penguatan Kepemimpinan MHA di era globalisasi
ini perlu dimantapkan agar kepemimpinan MHA dapat mengetahui
bahkan memahami berbagai kondisi dan pengaruh negatif dalam
dimensi nasional maupun internasional, terutama diwaspadai
ideologi transnasional yang memengaruhi ideologi Pancasila. Untuk
itu kepemimpinan MHA perlu secara terus menerus diberikan
penguatan serta kepekaan dalam aspek kewaspadaan nasional.
Kepemimpinan MHA yang telah mengalami proses pencerahan

kewaspadaan, diharapkan memiliki jiwa nasionalis serta
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kemampuan mengantisipasi, berbagai potensi ancaman, hambatan

dan gangguan serta memiliki daya tangkal untuk menghindari diri

dan komunitasnya, bahkan negaranya dari ancaman tehadap
eksistensi NKRI.

Penguatan kepemimpinan MHA dalam semua aspek, pada akhirnya
bermuara pada kondisi kehidupan yang ulet, tangguh yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan MHA di bidang adat-
istiadat, sosial-keagamaan, pangan, dan ideologi menuju ketahanan

nasional NKRI.

Implikasi Kepemimpinan MHA
a. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum

Pengakuan kepemimpinan dan perlindungan MHA di Indonesia
telah diperjuangkan sejak lama olen MHA Indonesia melalui organisasi
seperti Aliansi Masyarakat
Hukum Adat Indonesia (APH

lembaga independen [lainn

t-lndonesia (AMAN), Asosiasi Pengajar

embaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
gar MHA memiliki suatu regulasi pada
tataran undang-undang. Memang Kini ada regulasi setingkat Peraturan
Menteri Dalam Negeri yan engatur secara teknis pengakuan dan
perlindungan terhadap kepemimpinan MHA. Namun harapan tersebut
belum menjadi kenyataan di Indonesia tercinta ini. Kondisi tersebut

menyebabkan MHA mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Wmmmifgera menetapkan UU Pengakuan

dan PFNN'HFB{’NNHA dengan argumeqﬁAﬁ@m’l@enkut

1) Selum adanya pengakuan-—-iegara sécara Gtuh, totalitas
terhadap MHA.
2) Semua pengakuan yang sekarang merupakan pengakuan
secara politis semata,
3) Adanya kebijakan pengakuan kepemimpinan MHA yang
tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan kondisi MHA saat ini yaitu:
a) Hampir punah karena tak bisa akses wilayah adat.
b) MHA dim kondisi kritis karena wilayah adat (hutan)
berubah jadi perkebunan monokultur.
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C) Belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang
adil.
d) Penyelesaian konflik jalur yudisial berbenturan

dengan status MHA.
e) Penggunaan hukum formal meminggirkan peran
hukum dan kelembagaan adat.

Regulasi melalui penetapan UU akan memberikan dasar hukum
yang kuat kepada pengakuan dan perlindungan MHA dan kepemimpinan
MHA itu sendiri. MHA tidak dijadikan sebagai subyek hukum akan tetapi
kepemimpinan melalui regulasi undang-undang itu lebih memberikan
kepercayaan kepada MHA dasar hukum yang kuat dalam lalulintas hukum
di NKRI. MHA dalam pengakuan bukan hanya berkaitan dengan
kesejahteraan, tapi mendudukan MHA sebagai subyek hukum dan
mengakui keberadaanya dengan segala kearifan lokal, dan wilayah tempat

mereka melangsungkan kehidupan bserta kekayaan alam yang memberi

mereka hidup. Untuk jmem an hubungan negara dengan MHA dan

mendudukkan MHA sebag arga hegara yang setara dengan warga
negara lainnya di Indonesia yakni:
1) MelindungixM

berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat

agar dapat hidup aman, tumbuh dan

dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan

kekerasan.
2) Member{lse‘q Kﬂmt'WAhukum bagi mha dalam rangka
TWN KRN ez MANGRVA

Menjadi dasar bagi pemerntan datan melaksanakan
pemullhan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan dan
penyelenggaraan program pembangunan.

Pengakuan pemerintah atas eksistensi MHA memberikan
kemanfaatan sebagai berikut:

1) Pengakuan MHA atas tanah dan sumber daya alam.

2) Mengakhiri ketidakpastian dan tupamg tindih tuntutan tanah.

3) Penyelesaian sengketa sumber daya alam.

4) Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Adatnya.
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5) Pemberian layanan kemasyarakatan, pemerintahan dan

pembangunan yang bermartabat.

Pengakuan Negara atas eksistensi MHA merupakan implementasi
dari Hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA). Negara tidak
memiliki SDA tapi memiiki kewenangan untuk mengatur peruntukan,
termasuk mengakui MHA denagn wilayah adat dan batas-batasnya dalam
NKRI. Pengakuan negara tersebut memiliki implikasi politik kepada MHA,
yakni MHA diakui tidak saja secara de jure tetapi juga diberikan pengakuan
secara faktual, bahwa MHA itu sudah berada jauh sebelum NKRI, dan
mereka adalah pendukung NKRI, maka sudah sewajarnya mereka
diberikan hak keistimewaan untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
bumi, air yang merupakan ruang kehidupan mereka. Dengan demikian
mereka merasakan bahwa mereka sedang berada dan beraktifitas di

rumah besar mereka sendiri yaitu NKRI.

b. Implikasi terhadap Kesejahteraan

Dalam perspektif ekonomi: ketika- MHA dan kepemimpinannya diberikan
pengakuan dan kepercayaan\atas eksisiensi dan sumber daya alamnya, maka
kehidupan akan mendatangkan kemakmuran, dan keberlanjutan sumber daya
alam tempat mereka hidup. MHA di mana pun di Indonesia ini, meyakini bahwa
sumber daya alam diibaratkan sebagai seorang ibu yang menyusui anaknya, dan
untuk itu ibu harus dijaga dipelihara agar dapat terus memberikan susu kepada
anak-anaknya. Dengan demlklan M4 | menjaga alam, alam jaga MHA, MHA
mewariskan [T aOIlI’ Kepada generasi penﬁ:rusﬂ bu’«an mewar|S| air mata
pendefitaap-bagi generasipenerus. Dalam perspekiii-sosial budaya menimbulkan
akibat yang berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini yakni adanya
saling pengakuan atas nilai-nilai kultural yang berbeda, dan sekaligus mejadi
perekat persatuan bangsa.

MHA dan kepemimpinannya dalam perspektif geopolitik, merupakan aspek
yang sangat strategis, karena MHA menghuni hampir sebagian besar pulau-pulau
di Nusantara ini. Sehingga keberadaan mereka menjadi dasar berbagai kebijakan
Negara dan Pemerintah untuk membangun di segala bidang menuju masyarakat
adil dan makmur dalam wadah NKRI. Kondisi kehidupan MHA yang diakui
keberadaannya beserta sumber daya alam, dengan kepemimpinan yang kuat
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akan berkontribusi bagi keamanan persekutuan sekaligus keamanan wilayah,
regional dan nasional.

Menyikapi terjadinya resistensi MHA, bukan semata soal kesejahteraan
semata, maka solusi yang cerdas adalah menjadikan MHA menjadi tuan rumah di
negeri sendiri dengan cara memanusiakan mereka melalui tindakan kepercayaan,
berikan ruang partisipasi, berkreasi membangun daerahnya mulai dari diri sendiri,
keluarga, lingkungan, daerah dan nasional, yang tentunya tetap dalam kontrol
hukum negara yang populis dalam NKRI. Untuk itu para pemimpin MHA diberikan
penguatan melalui pembinaan kepemimpinan agar kapasitas dan kompetensi,
khususnya hal-hal yang urgen dalam pembangunan seperti wawasan
kebangsaan dan persoalan strategis lainnya.

Pengaruh ideologi saparatis, politik identitas, primordialisme sempit, ekses
negatif kemajemukan budaya, serta pengaruh globalisasi, dan rivalitas Amerika
Serikat dan sekutunya, China dan sekutunya dalam dunia perdagangan,
persenjataan, provokasi - negara-fegara pasifik terhadap HAM dan isu
kemerdekaan di Papua, memengaruhi dinamika perkembangan MHA dan
kepemimpinannya, maka kewaspadaan-ierts ditingkatkan, melalui pemantauan
sejak dini, terus-menerus dari berbagai dampak situasi dan kondisi lingkungan
MHA, regional bahkan global. Dengan memberikan peran kepemimpinan MHA
yang kuat, dan pengakuan eksistensi MHA akan berimplikasi pada penguatan
integrasi bangsa dengan segala ketangguhan dan keuletan yang mengandung
kekuatan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam
maupun dari luar, sehlngga kelangsungam keh|dupan bangsa tetap terjamin.
Inilah ketahaﬁan]nf’:lsmnal yang dlharapkan §eh1ngga‘NKRl tetap eksis, dan
mampt! mapbawa negaraini mencapai tujuannye yaknl masya«akatiyang adil dan
makmur.

C. Implikasi terhadap Ketahanan Nasional

Belum diselesaikannya Rancangan undang-undang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UUPPMHA) mengakibatkan MHA belum
diberikan pengakuan dan perlindungan yang optimal baik kepada komunitas
adatnya maupun kepemimpinannya. Hal ini terjadi karena dalam praktek
pemerintahan pengaturan pengakuan diatur dalam regulasi setingkat peraturan
menteri dalam negeri. Dari sisi kualitas dan tingkat daya laku tidak sekuat regulasi
dalam bentuk undang-undang, hal tersebut ternyata dalam praktek mengalami
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kesulitan dalam hal pembiayaan untuk penelitian bahkan pemetaan MHA baik
fisik ruang hidupnya maupun non fisik. Sehingga Surat Keputusan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota, belum memiliki dampak yang luas terhadap eksistensi MHA
dan kepemimpinannya, karena masih lemah jika dibandingkan dengan regulasi
sektoral (UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain) yang sangat
mendominasi pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam kenyataannya,
undang-undang otonomi khusus, yang merupakan lex spesialis derogat lege
generalis, tidak diindahkan. Hal yang juga berdampak terhadap MHA dan
kepemimpinanya karena belum diakuinya MHA sebagai subyek hukum yang
memiliki (pemangku, pendukung) hak dan kewajiban, dan untuk itu MHA dan
kepemimpinannya dapat melakukan hubungan hukum (hubungan MHA dengan
tanah, hutan, tambang dan sebagainya) dan perbuatan hukum (jual beli, sewa
menyewa, jual beli cicilan, sewa beli) dan tidak memiliki legal standing. Inilah hal
yang esensial yang menyebabkan terjadinya berbagai resistensi MHA terhadap
pemerintah dan pengusaha. Resistenstini terjadi akibat berbagai konflik seperti
Konflik yang terjadi di Papual kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam
merupakan konflik horisontallantara MHA dengan para pengusaha, dan antara
MHA dengan Pemeriniah sebagai berikut:

1) Konflik antara MHA dengén perusahaan kelapa sawit, akibat lahan

pertanian dan hutan adat mefeka dicaplok oleh pengusaha, tanpa ada

proses musyawarah.

2) Perusahaan perkebunan membuka tambahan luasan lahan di luar

luasan yang diijinkan gleh pemarmtayh

3) Perqqahanl tambang minyak dan gas mpngamml alih_areal sumur

dengan ijin pemenntah tanpa musyawarah dengan MHA

4) Perusahaan kayu, yang mendapat ijin (HPH, HTI dll) dengan hanya

membayar rekognitie saja, tanpa perhitungan kubikasi dari hasil hutan kayu

yang diambil.

5) Adanya konflik tenaga kerja, perusahaan tidak mempekerjakan

anggota MHA yang hidup di sekitar areal perusahaan.

6) Perusahaan tidak memberikan perhatian kepada MHA oleh

perusahaan guna pengembangan sumber daya manusia, dan

kesejahteraan warga sekitar perusahaan; (lihat Tabel Ill konflik MHA versi

Komnas HAM, terlampir).
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Kebijakan pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan
ditindaklanjuti (implementasi pembangunan yang sesuai dengan penetapan
Rencana Tata Ruang Wilayah) wujudnya antara lain dengan pemberian ijin
perkebunan, pertambangan, kehutanan dan lain-lain pemanfaatan sumber daya
alam (SDA) tidak melibatkan MHA disebabkan MHA belum diakui secara formal-
legal. Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah belum bersinergis dengan
wilayah MHA. Di sinilah sumber konflik yang berkepanjangan. Belum diakuinya
MHA (Kepala Daerah belum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang Pengakuan eksistensi MHA sebagai subyek hukum, dengan batas
wilayahnya dalam NKRI) berimplikasi pada lemahnya posisi tawar (melakukan
negosiasi, kesepakatan dalam perjanjian berkenaan dengan hak dan kewajiban
perdata) dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan yang berkenaan dengan
pengelolaan sumber daya alam. Manakala ditelaah secara teoretis bahwa MHA
hadir di bumi persada ini, jauh sebelum negara ini diproklamasikan, sehingga
hubungan hukum, hubungan psikholegis, hubungan magis-riligius antara MHA
dengan ruang hidupnya (lebensraum) sudah menyatu. Pengelolaan SDA didasari
pada teori Hak Menguasai® Negarayang intinya menganut paham bahwa negara
tidak memiliki SDA tetapi negara hanya mengatur, dan mengurus demi
kesejahteraan rakyat sebanyak-banyeknya. Wujud hak menguasai di bidang
pertanahan yakni: (1) mengatur (ré‘;cjelendaad) penggunaan dan pemanfaatan
tanah sesuai dengan taia ruang; (2) mengurus (bestuursdaad) termasuk
mengelola (beheersdaad); (3) pengendalian yaitu arahan, bimbingan, supevisi,
perizinan, pelatihan, sertlfkkasi,, i?anl;uam ﬂteknls penyuluhan, didiklat; (4)
pengawasgA- Loeﬂ. ?h\th?undensdaad) yakni pem?n Hagn,ﬂevaluasl korektik dan
penegakandtukuni:Feor-ak menguasai negara——in-sinergis-dengan.teori tujuan
hukum Jeremi Bentham yakni hukum harus menjamin kebahagiaan kepada
banyak orang (greatest happiness for the greatest number).

Untuk itu Negara harus mampu mengatur wilayah yang dalam
kenyataannya merupakan wilayah adat MHA wajib diakui dan diberikan dasar
legitimasi untuk mengelolanya, bukan semua SDA menjedi kewenangan mutlak

oleh negara untuk mengatur dan mengurus seperti yang terjadi sekarang. Kondisi

50 Trijono. Cs. 2015. RachmatHak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan. BPHN. Jakarta. Diakses 30
Juni 2022
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inilah yang memunculkan resistensi MHA dan kepemimpinannya hampir di semua
Provinsi di Indonesia sebagaimana telah dikemukan pada pasal fakta dan data,
juga dapat dilihat di lampiran, tabel 1ll. Akumulasi dari Implikasi belum optimalnya
pengakuan MHA dan kepemimpinan berimbas pada marginaliasi, diskriminasi,
primordialisme, kedaerahan sempit dan lain sebagainya. Marginalisasi tampak
dari tidak dibukanya ruang partisipasi pemimpin MHA dalam berbagai kebijakan
pembangunan. Dengan ktidakikutsertaan pemimpin MHA disikapi sebagai suatu
diskriminasi pemerintah kepada orang papua, termasuk rasisme kasus
Surabaya®! bahkan kekecewaan masyarakat/MHA berdampak pada munculnya
sikap kedaerahan sempit. Contoh kasus yang terjadi di Papua yakni kasus
berdarah di Teluk Wondama dan Kasus ganti rugi tambang gas di Teluk Bintuni.

Peristiwa berdarah akibat perebutan sumberdaya alam di Wasior di daerah
konsensi Hak Pengusahaan Hutan CV. Vatika Papuana Perkasa di Kampung
Wondiboi, 13 Juni 2001. Peristiwa terjadi akibat penyerangan yang menewaskan
5 anggota brimob dan satu sipiNiat baik pemerintah untuk mencari dan
menangkap pelaku pembunuhan, diketori dengan penyiksaan sedikitnya 30 orang
warga kampung, penangkapan sewenang-wenang, bahkan pemerkosaan dan
pembunuhan. Penanganan dan penyelesaian kasus ini hingga kini belum tuntas,
walaupun Komisi Nasional ‘Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah
menindaklanjuti hingga kejaksaan Agung, untuk dimajukan di Badan Peradilan.
Kasus berdarah di Wasor (kini kabupaten Teluk Wondama), membawa
penderitaan yang hingga saat ini, belum mampu memulihkan kekecewaan yang
terjadi, terutama pihak korban e sy bahwa pemerintah merupakan musubh.
Untuk.itu-prasgsy Pepyﬁlesanan Secara hukum hWTjs dfse’esalkan diserfai dengan
pembifaanssecara-psikiologis untuk memulinkan—keadaanmasyarakat (para
korban), sesuai fungsi hukum restituo integrum, mengembalikan kondisi
keseimbangan kosmis.

Contoh lain ada sinergitas antara Pemerintah dengan MHA adalah konflik
hak ulayat suku Sebyar di Teluk Bintuni yang menuntut kompensasi pembayaran
dua sumur gas senilai 32,4 milliar, Setelah terjadi negosiasi antara pemimpin MHA

Sebyar dan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah akhor terjadi kesepakatan

51 Erwin Yohanes. Kasus Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya. https://m.merdeka.com. diakses 30 Juni
2022.
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walaupun membutuhkan waktu 7 tahun, baru disepakati dan kompensasi tersebut
dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni
pada tahun anggaran 2022, berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat tahun
2022 dan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam berbagai kasus Papua berbagai resistensi MHA terhadap
perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan mulai terdeviasi
pada ideologi papua merdeka. Kekecewaan MHA yang miskin, sementara
kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dieksploitasi, dieksplorasi oleh
perusahaan yang diberikan konsensi oleh pemerintah mengakibatkan MHA
kehilangan ruang hidup, atau terjadi ruang hidup secara frontal yaitu MHA yang
hidup dari hasil mengambil hasil hutan (sagu, rotan, kayu, berburu) kini tidak
berdaya karena wilayah tersebut telah berubah menjadi perkebunan dan lai-lain.
Bahkan perubahan fungsi wilayah MHA tersebut tidak dibarengi dengan
kompensasi, bahkan akses ke wilayah MHA yang telah dikuasai perusahaan pun

sirna. Dan ketika semua upaya ya #akukan oleh MHA menjadi sia-sia maka

satu-satunya cara yaitu papua merdeka. Motif resistensi seperti ini hampir sama

di seluruh komunitas adat di Indonesia. ini ancaman yang serius, signal seperti ini
jangan dianggap sepele oleh pe sa. Tercatat dalam sejarah bangsa ini
kehilangan wilayah Timor Timur; kK a menganggap sepele ditambah data dan
informasi tentang situasi kondisi yangtidak valid. Di samping itu diperlukan politik
luar negeri yang bersahabat dengan negara-negara di kawasan pasifik, guna

meminimalisasi potensi ancaman melalui isu-isu HAM, kemiskinan, diskriminasi

terhadap MHA di tanah Sa}qtp‘.RmnMQ\egara yang dulunya mendukung

kemerdeka , kigiibgrbalik memberikan d bagi NKRI dalam
TARNANA MANGRYA

pembangupa di tanah-Papla, yakni Kepulauan-Selemon danJ/Nadfu®2, Ini bukti

dari diplomasi politik yang kontinyu dan saling menghargai dari NKRI.

52 6 Negara Pasifik yang Getol Singgung IsunHAM Papua di PBB-CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com.
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BAB IV
PENUTUP

Simpulan

a. Pengakuan negara terhadap eksistensi kepemimpinan MHA di
Nusantara masih dalam tataran politik semata, belum teraktualisasi dalam
kehidupan nyata. Walaupun dalam Permendagri telah mengatur arahan
teknis pemberian pengakuan kepada kepemimpinan MHA, belum kuat
secara legitimasi pengakuan terhadap kepemimpinan MHA. Kondisi ini
yang mengakibatkan MHA dan kepemimpinannya tidak dapat
memposisikan dirinya sebagai subyek hukum. Legal standing untuk
mengelola sumber daya alam tempat mereka hidup dan memberikan
meraka makan secara turun-temurun. Kondisi ini berkontribusi terhadap
adanya resistensi MHA, terhadap pemerintah dan pengusaha bahkan
separatis-teroris memengaruhi integrasi dan memperburuk kondisi

ketahanan nasional NKRJ.

b. Peran Kepemimpinan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat
strategis, sebagai pemimpin khérismatik-tradisional memiliki: 1) Tanggung
jawab dalam menjaga anggota MHA, harta kekayaan persekutan, menjaga
dan melestarikan nilai-nilai sakralitas dalam adat-istiadat dan kearifan lokal;
2) bertanggung jawab dan menjaga suumberdaya alam sebagai sumber
kehidupan dan memanfaatkannya secara berkelanjutan bagi anggota MHA
menuju kesejahteraan dan“b’azg'i “geﬂarasi mendatang; 3) Kepemimpinan
MHA.- dalqrp rnenjalankan pemermtahan adath galgm 'rangka menciptakan
kedamaian dan-metindungi anggota komuniias-dari [an¢anan_pihak baik
dari dalam maupun dari luar komunitas MHA; 4) Kepemimpinan MHA
bertanggungjawab atas berbagai perubahan akibat pengaruh luar terhadap
budaya dan peradaban MHA; 5) Kepemimpinan MHA berkewajiban
melaksanakan berbagai program pemerintah, dan wajib dilibatkan dalam
pemanfataan ruang oleh pemerintah di wilayah adat MHA.

c. Implikasi belum adanya pengakuan MHA dalam bentuk undang-undang
berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Kesejahteraan MHA belum
optimal dikarenakan wilayah MHA diatur belum sepenuhnya ikut ditentukan
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oleh MHA, karena belum adanya pengakuan sebagai subyek hukum.

Kondisi belum diakuinya MHA, mengakibatkan belum optimalnya peran

kepemimpinan yang berimplikasi pada adanya resistensi MHA terhadap

kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya alam MHA.

Rekomendasi

a.

Pengakuan dan perlindungan:

1) Menyelesaikan regulasi tentang RUU Masyarakat Hukum
Adat, yang kini masuk dalam program legislasi tahun 2022 oleh
Kementrian Dalam Negeri dan DPRRI di Jakarta.

2) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan
anggaran guna membiayai penelitian, vrifikasi, dan validasi dan
segera menerbitkan keputusan Kepala Daerah sebagai bentuk
pengakuan Pemerintah terhadap eksisitensi kepemimpinan MHA.

3) Pengaturan usiuk-pemberian ijin pengelolaan sumber daya

alam oleh pemerin disinergikan  dengan wilayah MHA,
menghindari teénadi resistensi yang koordinasikan oleh
Kementrian Dalam eri, Kementrian Lingkungan Hidup, dan
kemetrian lainnya.
4)  Kementrian Dalam Negeri beserta Kementrian dan Lembaga
terkait, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) agar

secepatnya mengadakan pelatihan, bimbingan dan lain-lain

terhadap MHA %rp\lﬁ;msﬁﬁlsebagai subyek hukum..

TANHANA MANGRVA

Kepemimpian MHA:

1) Implementasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
yang berorientasi desa/kampung yang kini sedang dilaksanakan
dengan alokasi dana desa/kampung antara 1-1,5 miliar, dari dana
tersebut direkomendasikan untuk ada alokasi khusus pada
pembinaan kepemimpinan MHA di masing-masing desa/kampung.
Instansi Pusat yang terlibat Kementrian Desa dan Transmigrasi,
Pemberdayaan masyarakat, Biro Pemerintahan dan bagian
pemerintahan kampung baik di provinsi, kabupaten dan kota,
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2) Kepemimpinan MHA diberikan kepercayaan untuk
senantiasa berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan mulai
perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran
desa/kampung. Instansi yang terlibat Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang menginisiasi dan
membina.

3) Penetapan wilayah lindung dan budi daya serta zonasi di
wilayah MHA, wajib melibatkan kepemimpinan MHA, dan lembaga-
lembaga yang memiliki kompetensi untuk memberikan saran
pertimbangan, karena MHA memiliki kearifan dalam penataan ruang
MHA. Instansi yang terlibat adalah instansi yang mengurus perihal
penataan ruang, baik di Provinsi mauun di kabupaten/kota.

4) Kepemimpin MHA bersama kelembagaan adat lainnya,
secara periodik, bertahap mengikuti latihan kepemimpinan dan

pembinaan wawasa#-kebangsaan sebagai modal memantapkan

kesatuan dan persatuan bangsa yang memiliki ketahanan nasional

yang ulet, tangguh d ampu menangkal setiap ATHG. Instansi
yang terlibat vakni hannas RIl, Menkopolhukham, Badan
Kesatuan Bangsa da llitik yang ada di provinsi, kabupaten/kota.

c. Implikasi belum adanya pengakuan atas MHA dan kepemimpinannya:

1) Guna SWWR M(Miftian hukum bagi MHA dan
TiﬁRﬂI'iRRiernnya, maka KementrﬁrA%RWneri, DPRRI untuk

Segera-nenuntaskan UUPPMHA!

2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan MHA, maka
Kepemimpinan MHA diberikan kepercayaan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan guna percepatan kesejahteraan MHA.

3) Dalam rangka memantapkan integrasi bangsa yang
menghasilkan kemampuan dan keuletan dalam menghadapi ATHG
sebagai manifestasi ketahanan nasional yang kokoh demi tegak dan
lestari NKRI, maka Pemerintah melalui Lemhannas, BPIP bersama
komponen bangsa secara terus-menerus memberikan pembinaan

tentang wawasan kebangsaan kepada kepemimpinan MHA.
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LAMPIRAN 2 TABEL

Tabel |
Jumlah suku per Provinsi di Indonesia
NO PROVINSI JUMLAH | NO PROVINSI JUMLAH
SUKU SUKU
1 Nanggore Aceh 13 18 | Sulawesi Utara 8
Darussalam
2 Sumatera Utara 7 19 | Sulawesi Tengah 12
3 Sumatera Barat 7 20 | Sulawesi Tenggara 4
4 Jambi 5 21 | Sulawesi Barat 3
5 Lampung 5 22 | Sulawesi Selatan 4
6 Bengkulu 4 23 | DKl Jakarta 7
7 Bangka Belitung 7 24 | Banten 3
8 Sumatera Selatan 12 25 | Jawa Barat 4
9 Riau Kepulauan 6 26 | Jawa Tengah 5
10 | Riau 5 27 | Jawa Timur 6
11 | Kalimantan Utara 8 28 | Bali 2
12 | Kalimantan Selatan 10 29 | Nusa Tenggara Barat 3
13 | Kalimantan Barat 3 30 | Nusa Tenggara Timur 18
14 | Kalimantan Tengah 3 31 | Maluku 5
15 | Kalimantan Timur 8 32,)| Maluku Utara 21
16 | DI Yogyakarta 4 83| .Papua 255
17 | Gorontalo 6 34"|| Papua Barat 191
Sumber: data diolah
pHA RMM A

TANHANA

MANGRVA
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Tabel Il

No Nama
1 | Aceh (Aceh Besar, Pantai
Barat, Singkel, Semeuleu)
2 | Tanah Gayo, Alas dan Tanah Gayo (Gayo lueus)
Batak Tanah Alas
Tanah Batak (Tapanuli) Tapanuli Utara; Batak
Pakpak (Barus), Batak
karo, Batak
Simelungun, Batak
Toba (Samosir, Balige,
Laguboti, Lumbun
Julu)
Tapanuli Selatan;
Padang Lawas (Tano
Sepanjang), Angkola,
Mandailing
(Sayurmatinggi)
Nias (Nias Selatan)
3 | Tanah Minangkabau Padang, Agam, Tanah Datar,
Limapuluh Kota, tanah
Kampar, Keringi
4 | Mentawai (Orang Pagai)
5 | Sumatera Selatan u (Renjang)
g (Abung, Paminggir,
Rebang,
ataan, Tulang
)
yawa/Kami, Jika Mau
Tanah Roma
ng (Anak lakitan,
aya, Kubu, Pasemah,
Semendo)
Jambi (Batin dan Penghulu)
Enggano
6 | Tanah Melayu Lingga-Riau, Indragiri,
Sumatera Timur.Orang
D hé ﬁl M A
7 | Bangka dan Betitung el sa
| KalipdddANHAN A Kalimantan (DayakV] AN G VA
Kalimantan Barat;-"Kapuas;
Hulu, Pasir, Dayak, Kenya,
Dayak Klemanten, Dayak
Landak, Dayak Tayan, Dayak
Lawangan, Lepo Alim, Lepo
Timei, Long Glatt, Dayat
Maanyan, Dayak Maanyan
Siung, Dayak Ngaju, Dayak
Ot Danum, Dayak
Penyambung Punan
9 | Gorontalo Bolaang Mongondow,
Boalemo
10 | Tanah Toraja Sulawesi Tengah, Toraja,

Toraja Baree, Toraja Barat,
Sigi, Kaili, Tawali, Toraja
Sadan, To Mori, To Lainang,
Kep. Banggai
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No Nama

11 | Sulawesi Selatan Orang Bugis, Bone, Goa,
Laikang, Ponre, Mandar,
Makasar, Selayar, Muna

12 | Kepulauan Ternate Ternate, Tidore, Halmahera,
Tobelo, Kep. Sula)

13 | Maluku Ambon Ambon, Hitu, Banda, Kep.
Uliasar, Saparua, Buru,
Seram, Kep. Kei, Kep. Aru,
Kisar

14 | Irian (Papua)

15 | Kep. Timor Kepulauan Timor, Timor,
Timor Tengah, Mollo, Sumba,
Sumba Tengah, Sumba
Timur, Kodi, Flores, Ngada,
Roti, Sayu Bima

16 | Bali dan Lombok Bali Tanganan-Pagrisingan,
Kastala, Karrang Asem,
Buleleng, Jembrana, Lombok,

Sumbawa
17 | Jawa Pusat, Jawa Timur Jawa Pusat, Kedu, Purworejo,
serta Madura Tulungagung, Jawa Timur,

Surabaya, Madura

18 | Daerah Kerajaan
(Surakarta, Yogyakarta) |

Surakarta, Yogyakarta

Priangan, Sunda, Jakarta,
Ban

19 | Jawa Barat

Sumber: Surojo Wignyodipuro. 2021. P atar dan Azas-azas Hukum Adat. Gunung Agung

Jakarta.
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Tabel 11l
Konflik MHA versi HAM
No Nama Konflik
Pulau

1 Sumatra Panduan Dan Sipituhuta Vs TPL Di Sumatra Utara: Tangis
Kemenyan, Amarah Perempuan
Merampas Haminjon, Merampas Hidup: Pamdamaa-Sipituhuta
Melawan Toba Pulp Lestari
Sampan Kecil Berpedayung Bambu” (Tutur Perempuan Adat Dusun
Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya.
Tercekik Sawit: Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD)
113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada.
Droe Keu Droe Wilayah Adat Mukim Lango.

2 | Jawa Kasepuhan Kepastian Iyu Tidak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial
Kehutanan Masyarakat Kasepuhan Di Wilayah Gunung Halimun —
Jawa Barat.

3 Kalimantan | Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Dikriminalisasi Komunitas
Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae
Memperjuangkan Hutan Adat.
Masyarakat Adat Panan Dulau: Ditipu, Dimiskinkan, Dan Diadu
Domba.
Perempuan Punan Dalau: Dari Resettelment Hingga Pendudukan PT
Intracawood.
Hilangnya Masyarakat Adat Dayak Ma,Anyan Mengelola Sumber
Daya Alamnyas.
Perempuan« Per Pelestari Budaya & Hutan Adat Ma’anyan
Dianiyaya|Di Tan eluhur!
Luka Meradang mpuan Sumunying Jaya “Ditusuk” Duri Sawit
Pt. Ledo Lestari.

4 Sulawesi Konflik Agraria’K nitas Adat Karunsi’e Dengan PT Vale Indonesia
Tbk Kabupaten L Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
Risau Perempual Tanah Barambang Katute “Kami Menolak
Tambang Dan Ju onolak Hutan Lindung Karena Sama Saja,
Akan Merampas Tanah Kami” Kasus Perampasan Wilayah Adat Di
Masyarakat Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai.
Hutan Pinus Dan Harapan Perempuan Adat Matteko.
Kedaulatan Yang Terenggut Hutan Pinus: Suatu Kisah Dari
Masyarakat Adat tatteke-Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Perem TlaaWane ,Kisah Mereka Yang Terdesak.

AN Cagar Alam, Medat-Dan-Aflat: fKonsesienatisasi“Dan Ekslusi
i heAdat Tau Taa Wana.P GRJ nMerewzali,
T H &J‘Eﬁasi Tengah. CMEN V#

Sedoa, “Sulung Yang Bernasib Anak Tiri “(PotretPiskriminatisasi
Kebijakan Kehutanan Dimasyarakat Adat Sedoa, Kabupaten Poso
Provinsi Sulawesi Tengabh.

5 Maluku Kepulauan Aru Terancam Tenggelam.
30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah Pn Perkebunan XXVIII Dan
PTPN XIV.
Lewati Nyawa Kami, Jika Mau Rampas Tanah Roma.
Mata Rantai Orang Petani
Ayah Dan Ibu, Orang Togutil Dodaga
Cerita Orang-Orang Kecil Dari Tanah Smenget

6 Bali — Nusa | Masyarakat Adat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Semumur

Tenggara Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur

Masyarakat Adat Golo Lebo: Bertarung Tiada Lelah Untuk Anak Dan
Cucu

Diusir Dari Tanah Adat: Masyarakat Hukum Adat Talonang
Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan
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No Nama
Pulau

Konflik

Membakar (Hutan) Masyarakat Adat Pekasa: Pola Kekerasan
Negara Terhadap (Hutan) Masyarakat Adat

Masyarakat Adat, Penguasa Hutan Adat, Dan Konsesi
Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek Vs Newmont Nusa
Tenggara

Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman
Nasional Gunung Rinjani Dan HGU: Negara (Isasi) Tanah
Masyarakat Adat Sembuhulun Dari Masa Ke Masa

7 Papua

Demi Dan Atas Nama MIFFE, Suku Malind Dikorbankan

Pudarnya Mimpi Kesejahtraan: Perjuangan Hak Ulayat Suku
Yerisiam Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua

Mama Dan Susu Su Hilang — Perjuangan Masyarakat Adat Daiget
Keerom

Kekerasan Dan Perampasan Atas Hak Masyarakat Adat Di Teluk
Wondama Terus Berlanjut

Petaka Tambang Emas Liar

Sumber Daya Alam Kami Keruk, Masyarakat Adat Walani Mee, Dan
Moi Disengsarakan

Sumber: Eko Cahyono cs Penyuntung. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM Hak Masrakat Hukum
Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua. Komnas HAM, Jakarta.

DHARMMA

TANHANA MANGRVA
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Tabel IV
MHA Nusantara versi AMAN
Sumatra
No | Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 Parluasan, Huta Sihas Dolok | Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
2 Huta Julu Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
3 Rakyat Penunggu Bangun Rejo | Pd Aman Serdang Aman Sumatera | Sumatera
Utara
4 Mamut Belum Ada Pd Aman Riau Sumatera
5 Rakyat Penungggu Kampong Pd Aman Langkat Aman Sumatera | Sumatera
Cengkeh Turi Utara
6 Pembubung Pd Aman Inhu Aman Riau Sumatera
7 Sei Nona Belum Ada Pd Aman Riau Sumatera
8 Kenegerian Miring Pd Aman Kampar Aman Riau Sumatera
9 Batin Ix ? Tambang Nibung Pd Aman Batin Pengulu | Aman Jambi Sumatera
10 | Batin Ix ? Tebo Pd Aman Tebo Aman Jambi Sumatera
11 | Benakat Pd Aman Muara Enim Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
12 | Besemah (Marga Anak Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Sumbay) Selatan
13 | Lawang Wetan Pd Aman Musi Aman Sumatera | Sumatera
Banyuasi Selatan
14 | Mantri Melayu Pd Am usi Aman Sumatera | Sumatera
Banyu Selatan
15 | Palembang Darussalam Belum Rd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
16 | Pegagan Belum Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
17 | Penugu?An Beltm pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
18 | Penukal Abab Pd’Aman Muara Enim Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
19 | Petulai lv Rambang Dangku Pd Aman Muara Enim Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
20 | Pulau Panggun Pd araEnim Aman Sumatera | Sumatera
J9Hn N H?Tﬁ WMA Selatan
21 | Rimba Asam Bellim Ada Pt Am atera | Sumatera
TANHANA MANGRY
22 | Suak Bato (Pangkalan-Balai) Belum Ada Pd Aman Stmatera“{_Sumatera
Selatan
23 | Suak Tape Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
24 | Suku Tengah Ulu Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
25 | Talang Kelapa Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
26 | Tamblang Ujanmas Pd Aman Muara Enim Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
27 | Telang Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
28 | Tungkal llir Belum Ada Pd Aman Sumatera | Sumatera
Selatan
29 | Marga Sambat Muara Jaya Pd Aman Kaur Aman Bengkulu | Sumatera
30 | Limosua PD AMAN KEPULAUAN | Belum Ada PW Sumatera

MENTAWAI
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No | Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
31 | Para Batu Pd Aman Kepulauan Belum Ada Pw Sumatera
Mentawai
32 | Pandumaan, Huta Pandumaan Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
33 | Sipituhuta, Huta Sipituhuta Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
34 | Siwalu Tali, Huta Lintong Nihuta | Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Batak
35 | Huta Siharbangan Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Batak
36 | Sitoluhae Horbo, Huta Sijambur | Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Batak
37 | Ompung Parlanggu Bosi Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Situmorang, Langgelangge Batak
38 | Turunan Op. Ronggur Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Simanjuntak Batak
39 | Hutahaean Pd Aman Tobasa Aman Tano Sumatera
Batak
40 | Bintang Maria, Huta Simataniari | Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
41 | Pargamanan, Huta Simataniari Pd Aman Humbang Aman Tano Sumatera
Hasundutan Batak
42 | Bonanidolok, Huta Sabungan Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Ninhuta Iv Batak
43 | Turunan Tuan Naga Halambu Belum Pd Aman Tano Sumatera
Sinaga Batak
44 | Parsaoran Pd Am obasa Aman Tano Sumatera
Batak
45 | Siregar Aek Nalas Pd Am obasa Aman Tano Sumatera
Batak
46 | Matio Pd Am obasa Aman Tano Sumatera
AN ray Batak
47 | Janji Mauli Belum Ada Pd Aman Tano Sumatera
Batak
48 | Tukko Nisolu Pd Aman Tobasa Aman Tano Sumatera
Batak
49 | Janiji Pd Aman.Tobasa Aman Tano Sumatera
3 ADRMDR, Batak
50 | Siantarasa AThan 'f’dm;q Aman Tano Sumatera
TANLI~ A n Balatoy /A
AINHANA MANGRYA
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Jawa
No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 | Using Mondoluko Pd Aman Osing Belum Ada Pw Jawa
2 | Karuhun Urang Wilayah Capar | Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
3 | Karuhun Urang Wilayah Cibali Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
4 | Panjalu Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
5 | Cikondang Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
6 | Kasepuhan Bayah Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
7 | Kasepuhan Cibedug Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
8 | Kasepuhan Cicarucup Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
9 | Kasepuhan Ciherang Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
10 | Kasepuhan Ciptagelar Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
11 | Kasepuhan Ciptamulya Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
12 | Kasepuhan Cirompang Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
13 | Kasepuhan Cisungsang Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
14 | Kasepuhan Citorek Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
15 | Kasepuhan Karang Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
16 | Kasepuhan Lebak Larang Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
17 | Kasepuhan Pasir Eurih Pd Aman-Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
18 | Kasepuhan Sinar Resmi Pd Am anten-Kidul | Belum Ada Pw Jawa
19 | Kasepuhan Urug anten Kidul-| Belum Ada Pw Jawa
20 | Baduy Rd Belum Ada Pw Jawa
21 | Sedulur Sikep Wilayah Blora Pd Belum Ada Pw Jawa
22 | Sedulur Sikep Wilayah Pd Belum Ada Pw Jawa
Bojonegoro
23 | Sedulur Sikep Wilayah Cepu Pd Belum Ada Pw Jawa
24 | Sedulur Sikep Wilayah Kudus Pd Belum Ada Pw Jawa
25 | Sedulur Sikep Wilayah Pati Belum Ada Pd Belum Ada Pw Jawa
26 | Tengger Wilayah Lumajang Belum Ada Pd Belum Ada Pw Jawa
27 | Tengger Wilayah Belum Ada Pd Belum Ada Pw Jawa
Pasuruan/Malang
28 | Tengger Wilayah Probolinggo BelsmAdaPd Belum Ada Pw Jawa
29 | Using Aliyan [iM&RMM A Belum Ada Pw Jawa
30 | Using Alas Matang d Amanr-Osiag.’ 1 BelumAda Pw Jawa
31 | UsingBakthdRANH A a1 d Aman Osing M@MRNA\/ Jawa
32 | Using'kemiten YT _Pd Aman Osing _ "Balum-AdarRy Jawa
33 | Using-Qlehsari Pd Aman Osing Belum Ada v Jawa
34 | Batuwangi Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
35 | Karuhun Urang Wilayah Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Cigugur Barat
36 | Sancang Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
37 | Cangkuang Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
38 | Dukuh Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
39 | Kondong Wesi Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
40 | Kampung Mahmud Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
41 | Kp Pulo Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa

Barat
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
42 | Kuta Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
43 | Naga Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
44 | Ciburuy Pd Aman Simahiang Aman Jawa Bagian Jawa
Barat
45 | Kasepuhan Cisitu Pd Aman Banten Kidul | Belum Ada Pw Jawa
Kalimantan
No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 | Kampong Nipaulo / Das Adang Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
2 | Kampong Lembok/Das Adang Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
3 | Kampong Muan Bulu Minung Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
4 | Kampong Kanyungo / Das Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Adang Timur
5 | Kampong Tanjung Aru / Das Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Kerang Timur
6 | Kampong Baras Jiring / Das Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Kendilo ok \ | | Timur
7 | Kampong Bekoso Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
8 | Kampong Biu / Das Kendilo Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
9 | Kampong Kerang / Das Kerang Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
10 | Kampong Mendik / Das Telake Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
11 | Kampong Mentawir / Das Riko Pd-A Pager Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
12 | Kampung Muan / Das Riko Pd/Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
13 | Kampong Mului / Das Kendilo Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
14 | Muara Mea Pa-Ama Barite Aman Kalimantan Kalimantan
a4rA R M _ﬂ'l'l » | Tengah
15 | Kampong Olung / Das-Adang” | WPd Aman-Rase Aran Kalimantan Kalimantan
NHAMA_ !\iﬁ %mg;RVA
16 | Kampong Pasei-Mayaro Y Dds -~ Pd Aman Paser aliantan (Kalimantan
Adang Timur
17 | Kampong Samurangau / Das Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Kendilo Timur
18 | Pinang Jatus Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
19 | Kampong Sepan / Das Riko Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
20 | Jaa-Benua Toyau Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
21 | Kampong Lambakan / Das Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Telake Timur
22 | Kampung Legai Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
23 | Nikai Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur
24 | Benua Muara Tae Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan

Timur
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region

25 | Muara Lawa Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

26 | Bentian Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

27 | Modang Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

28 | Kenyah Belum Ada Pd Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

29 | Bahau Bateq Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

30 | Tunjung / Tonyoi Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

31 | Lolo Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

32 | Muru Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

33 | Waru Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

34 | Muan Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

35 | Nenang Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

36 | Maridan Pd Aman Paser, Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

37 | Semoi Pd Al Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Jimur

38 | Sepaku Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

39 | Sotek Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

40 | Tunan/Das Tunan Pd A Paser Aman Kalimantan Kalimantan
y & < | Timur

41 | Benuaq Pd/Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

42 | Bekumpai Pd Aman Kubar Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

43 | Rangan Pd Aman-Raser Aman Kalimantan Kalimantan
W ARMBM . 1 Timur

44 | Benuaq Jumetn-Tuwayaatn DAd m'a?]'l&ggr‘l Aman Kalimantan Kalimantan

TANHA N A AU~ RV/A :

45 | Bahau.Busang "TAN Pd Aman Kubar ~_ | "Aran=limantah Kalimantan
Timur

46 | Rantau Buta Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

47 | Punan Tubuq Belum Ada Pd Aman Kalimantan Kalimantan
Utara

48 | Keluang Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

49 | Babulu Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan
Timur

50 | Pantai Lango Pd Aman Paser Aman Kalimantan Kalimantan

Timur
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Sulawesi
No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 | Buyat Pd Aman Bolmong Timur Aman Sulawesi | Sulawesi
Utara
2 | Bulu Lewang Pd Aman Maros Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
3 | Balassuka Pd Aman Gowa Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
4 | Siriya Pd Aman Gowa Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
5 | Ta' Buakang Buwung Tujua Pd Aman Gowa Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
6 | Bolango Pd Aman Bolmong Selatan Aman Sulawesi | Sulawesi
Utara
7 | Ma A?Tara Belum Ada Pd Aman Sulawesi | Sulawesi
Utara
8 | Borgo Tanawangko Belum Ada Pd Aman Sulawesi | Sulawesi
Utara
9 | Benuang Belum Ada Pd Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
10 | Daruppu Belum Ada Pd Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
11 | Lombong Mekkattaq PdiAman Majene Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
12 | Makki Belum Pd Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
13 | Pabentengan Belum PD Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
14 | Patudaan Belum PD Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
15 | Rantebulahang Belum PD Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
16 | Tiwo Belum Ada PD Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
17 | To Turea Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
18 | To Rahampu'u Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
19 | To Karonsie @H}ARMM A Aman Tana Sulawesi
A At LUWY
20 | To Tambe'e NHAN A PD AMAN MALILE T A N (AR aha Sulawesi
Euwu
21 | To Mhelena Belum Ada PD Aman<Tana Sulawesi
Luwu
22 | To Kinadu Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
23 | To Kondre Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
24 | Dongi Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
25 | Tad'dette Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
26 | To Taipa Pd Aman Tana Rigela Aman Tana Sulawesi
Luwu
27 | Laloa Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi
Luwu
28 | Pararra Belum Ada PD Aman Tana Sulawesi

Luwu
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
29 | To' Passe Pd Aman Walenrang Aman Tana Sulawesi
Luwu
30 | Bure Pd Aman Walenrang Aman Tana Sulawesi
Luwu
31 | Sampeong / Lemo Tua Pd Aman Walenrang Aman Tana Sulawesi
(Kampung Sampeong & Kalean Luwu
Manik)
32 | Paranta Pd Aman Walenrang Aman Tana Sulawesi
Luwu
33 | Taduno Pd Aman Banggai Aman Sulawesi | Sulawesi
Kepulauan Tengah
34 | Alla Pd Aman Massenrempulu Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
35 | Balepe' Pd Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
36 | Baliti Pd Aman Gowa Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
37 | Balla Pd Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
38 | Balusu Pd Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
39 | Banga Pd Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
40 | Barambang Katute Pd Aman Sinjai Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
41 | Baringin Pd Am assenrempulu Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
42 | Baroko Pd Am assenrempulu Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
43 | Batu Bassi RdAm ar@s Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
44 | Batu Noni Pd Am assenrempulu Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
45 | Bau Pd/Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
46 | Bittuang Pd Aman Toraya Aman Sulawesi | Sulawesi
Selatan
47 | Bolaroman P Aman Sulawesi | Sulawesi
° D wﬂﬁm%/q Selatan
48 | Bulutana Pd Aman Gowa ulawesi | Sulawesi
| TANHANA MANGEYA]
49 | Buntao Pd Aman Toraya Aman Sdlawesi-|_Sulawesi
Selatan
50 | Buntu Batu Pd Aman Massenrempulu Aman Sulawesi | Sulawesi

Selatan
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Papua
No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 | Yawa Unat Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
2 | Arui Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
3 | Wondani Wondei Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
4 | Wondau Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
5 | Ampari Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
6 | Suku Maybrat Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
7 | Tamrau / Suku Karon Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
8 | Suku Wamo Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
9 | Suku Imeko Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
10 | Shywa Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
11 | Arfak Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
12 | Kembaran Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
13 | Busami Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
14 | Waropen Kai Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
15 | Waropen Kai Barat Pd Aman Yapen Waropen Belum Ada PW Papua
16 | Sou Wally Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
17 | Ralybhu Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
18 | Nolobhu Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
19 | Banulu Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
20 | Fowihu Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
21 | Ku Klesie Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
22 | Kleku Belum Pd Belum Ada PW Papua
23 | Defonsoro Belum Pd Belum Ada PW Papua
24 | Kawera Belum Pd Belum Ada PW Papua
25 | Wie Khaya Belum Pd Belum Ada PW Papua
26 | Wate Belum Pd Belum Ada PW Papua
27 | Ormu Belum Pd Belum Ada PW Papua
28 | Moi Legin Pd Am lorong’Malamoi Belum Ada PW Papua
29 | Moi Karon Pd Am lorong Malamoi Belum Ada PW Papua
30 | Moi Abun Pd Aman*Sorong Malamoi Belum Ada PW Papua
31 | Ron Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
32 | Seremuk / Suku Knasaimos Pd Aman Sorong.Raya Belum Ada PW Papua
33 | Braur/ Suku Moi Klabra Pd Aman Sorong Raya Belum Ada PW Papua
34 | Wondama Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
35 | Suku Sebyar Betum Ada Pd Belum Ada PW Papua
36 | Suku Irorutu Bddmada Pl A Belum Ada PW | Papua
37 | Sumuri . ‘BetunmmAda Pt Belum AdaPW | Papua
38 | Ayani I ANH A N A 2d Aman Yapen Waropem, N(Bewm/Ada PW /| Papua
39 | Wonawa ____—~1Pd Aman Yapen Warepen__-Belunm-Ada PW Papua
40 | Manterrbu Pd Aman Yapen Waropen Belum<Ada P\W Papua
41 | Waibu Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
42 | Kemtuk Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
43 | Unurum Guay Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
44 | Sentani Belum Ada Pd Belum Ada PW Papua
45 | Wawiyai Pd Aman Sorong Malamoi Belum Ada PW Papua
46 | Moi Moraid Pd Aman Sorong Malamoi Belum Ada PW Papua
47 | Moi Segin Pd Aman Sorong Malamoi Belum Ada PW Papua
48 | Moi Maya Pd Aman Sorong Malamoi Belum Ada PW Papua
49 | Wamesa Belum Ada PD Belum Ada PW Papua
50 | Kuri Belum Ada PD Belum Ada PW Papua
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Maluku

No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region

1 | Modole Pd Aman Halmahera Utara | Aman Maluku Maluku
Utara

2 | Negeri Tamilouw Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

3 | Batu Karang Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

4 | lauran Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

5 | Giwagi Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

6 | Meyano Bab Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

7 | So?A Fafunembun / Alusi PD AMAN MTB Aman Maluku Maluku

Tamrian
8 | So?A Fayembun / Alusi PD AMAN MTB Aman Maluku Maluku
Bukjalim

9 | Alusitamrin Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

10 | Seira Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

11 | Molomaru Belum Ada PD Aman Maluku Maluku

12 | Rumberu PD AMAN SAKA MESE Aman Maluku Maluku

NUSA

13 | Weda PD AMAN HALMAHERA Aman Maluku Maluku
TENGAH Utara

14 | Lina PD AMAN HALMAHERA Aman Maluku Maluku
UTARA Utara

15 | Bacan Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
Utara

16 | Ohi Belum PD Aman Maluku Maluku
o | | A Utara

17 | Sawai HAEMAHERA Aman Maluku Maluku
- Utara

18 | Motiloa PD Aman Maluku Maluku
Utara

19 | Wasilei HAEMAHERA Aman Maluku Maluku
Utara

20 | Urifola Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
Utara

21 | Kataga Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
Utara

22 | Palengpadodong Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
+ A DRA Utara

23 | Gaki (}kﬂjlﬁkmd‘ﬂﬂ/bq Aman Maluku Maluku

A NI . . LLakey g o

24 | waiwiha | TPVNEHAN A TBelum Ada PD VAN eatanWaidku Maluku
Utara

25 | Sungbong Belum Ada PD Aman Madtikit Maluku
Utara

26 | Kobe Kulo Pd Aman Halmahera Aman Maluku Maluku
Tengah Utara

27 | Walaino Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
Utara

28 | Masure Belum Ada PD Aman Maluku Maluku
Utara

29 | Negeri Haruku Pd Aman Lease Aman Maluku Maluku

30 | Negeri Kabau Pd Aman Lease Aman Maluku Maluku

31 | Negeri Paperu Pd Aman Lease Aman Maluku Maluku

32 | Negeri Siri Sori Amapaty Pd Aman Lease Aman Maluku Maluku

33 | Negeri Honitetu Pd Aman Saka Mese Nusa | Aman Maluku Maluku

34 | Bomaki Pd Aman Mtb Aman Maluku Maluku

35 | Olilit Pd Aman Mtb Aman Maluku Maluku

36 | Wowonda Pd Aman Mtb Aman Maluku Maluku
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
37 | Lelingluan Pd Aman Mtb Aman Maluku Maluku
38 | Yerbadang Tetoat Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
39 | Evau Elfamas (Desa Revav) Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
40 | Waur Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
41 | Woma Elvalken Ohio Ngilngof Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
42 | lingei Pd Aman Mtb Aman Maluku Maluku
43 | Ganabai Pd Aman Kepulauan Aru Aman Maluku Maluku
44 | Kola Pd Aman Kepulauan Aru Aman Maluku Maluku
45 | Etty Pd Aman Saka Mese Nusa | Aman Maluku Maluku
46 | Negeri Administrasi Uraur Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
47 | Halong Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
48 | Negeri Hutumuri Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
49 | Negeri Morekao Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku
50 | Nualu Belum Ada Pd Aman Maluku Maluku




Bali Nusa Tenggara
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
1 | Kambera Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara

2 | Batu Renteng Pd Aman Lombok Aman Ntb Bali Nusa
Tengah Tenggara

3 | Lendang Nangka Pd Aman Lombok Aman Ntb Bali Nusa
Timur Tenggara

4 | Sawan Emat Pd Aman Lombok Aman Ntb Bali Nusa
Timur Tenggara

5 | Penraksa Gawar Kemaliq Gunung Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Selong Tenggara

6 | Komunitas Masyarakat Adat Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Timbagading Tenggara

7 | Krama Adat Ketapahan Desa Beleq | Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Tenggara

8 | Krama Adat Desa Sajang Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Tenggara

9 | Komitas Adat Dasan Kembar Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Tenggara

10 | Kemangkuan Adat Tanaq Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Sembahulun ) | | ) Tenggara

11 | Komunitas Adat Tanaq Sembalun Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Tenggara

12 | Krama Adat Sembalun Bumbung Aman Ntb Bali Nusa
Tenggara

13 | Komunitas Adat Usal-Ponto Al Aman Ntb Bali Nusa
Padeng Tenggara

14 | Ajaobaki Belum Ada Pw Bali Nusa
Tenggara
15 | Anajiaka Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
16 | Bai Tito Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
17 | Belobesi Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
18 | Bijeli Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
19 | Bonleu D\" P A r Belum Ada Pw | Bali Nusa
A Rs Tengah Setatan | g Tenggara
20 | DalekFsa | IANHANA Belum Ada Pg— [V A [N Amian'\Wisa Bali Nusa
| Bunga ™. Tenggara
21 | Mukureku Pd Aman Flores Aman Nésa Bali Nusa
Tengah Bunga Tenggara
22 | Fatumnasi Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
23 | Golongawan Pd Aman Flores Barat | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
24 | Gumat Pd Aman Flores Barat | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
25 | Himaru Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
26 | lantena Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
27 | 1li Wuli Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
28 | llirbulur Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
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No Nama Komunitas Adat Daerah Wilayah Region
29 | Jere Buu Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
30 | Kuan Noi Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
31 | Lamohot Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
32 | Lelobatan Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
33 | Leloboko Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
34 | Lewapaku Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
35 | Leworok Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
36 | Loge Adak Pd Aman Flores Barat | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
37 | Luah Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
38 | Manurara Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
39 | Moladale Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
40 | Molo Pd Aman Timor Belum Ada Pw Bali Nusa
Tengah Selatan Tenggara
41 | Mutis i Belum Ada Pw Bali Nusa
Tenggara
42 | Natar Mage Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
43 | Nduaria Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
44 | Nuangenda Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
45 | Pigang Bekor Pd Aman Flores Timur | Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
46 | Rendu, Ngada Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara
47 | Komunitas Masyarakat Adat Dasan | Pd Aman Sembalun Aman Ntb Bali Nusa
Bilog i A D Tenggara
48 | Lembaga Persekutuan MasyrakaD" ﬂﬂmﬂs Timur | Aman-Nusa Bali Nusa
Adat Wairku i | Buirgasa Fenggara
49 | Paréwatand YAl L IAN# Belum Ada Pd IWA NArHah Nusd Bali Nusa
Bunga Tenggara
50 | Palumarung Belum Ada Pd Aman Nusa Bali Nusa
Bunga Tenggara

Sumber data: Adat.id diakses 6 Mei 2022




